TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN (PRENUPTIAL  AGREEMENT) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI   NOMOR 69/PUU-XIII/2015 by USWATUN, HASANA
SKRIPSI 
 
 
 
 
 
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN (PRENUPTIAL 
AGREEMENT) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 69/PUU-XIII/2015 
 
 
OLEH : 
 
USWATUN HASANA 
B111 13 394 
 
 
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR  
       2017 
HALAMAN JUDUL 
 
TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN (PRENUPTIAL 
AGREEMENT) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 
69/PUU-XIII/2015 
 
 
 
 
OLEH 
USWATUN HASANA 
B 111 13 394 
 
 
 
 
SKRIPSI 
 
Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada 
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum 
 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR 
2017 
PERSETUJUAN PEMBIMBING 
 
 
  
   
   
 
  
ABSTRAK 
 
USWATUN HASANA (B11113394) dengan judul “Tinjauan Hukum 
Perjanjian Perkawinan (Prenuptial Agreement) Pasca Putusan MK No. 
69/PUU-XIII/2015”. Di bawah bimbingan Anwar Borahima sebagai 
Pembimbing I dan Nurfaidah Said sebagai Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai prosedur pencatatan 
perjanjian perkawinan yang dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung 
(berdasarkan putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015) pada akta perkawinan 
dan untuk mengetahui upaya perlindungan bagi pihak ketiga terkait 
kerugian dalam hal pembuatan perjanjian perkawinan selama ikatan 
perkawinan berlangsung. 
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif (normative research) 
dengan menggunakan pendekatan penelitian undang-undang (statute 
approach). 
Adapun hasil penelitian ini yaitu 1) perjanjian perkawinan yang dibuat 
selama ikatan perkawinan berlangsung, agar dapat mengikat pihak ketiga 
maka perjanjian perkawinan tersebut harus didaftarkan/dicatatkan di KUA 
(Muslim) dan Dispendukcapil (Non Muslim). Persyaratan dan tata cara 
pendaftarannya diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil No. 472.2/5876/DUKCAPIL perihal “Pencatatan Pelaporan Perjanjian 
Perkawinan” Berdasarkan aturan tersebut, pasangan suami isteri yang 
telah membuat perjanjian perkawinan membawa persyaratan 
sebagaimana yang telah diatur dalam lampiran I (foto copy KTP-el; foto 
copy KK, foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah 
dilegalisir dengan menunjukkan aslinya; kutipan akta perkawinan suami 
dan isteri) kemudian pejabat yang berwenang membuat catatan pinggir 
pada register akta dan kutipan akta nikah sebagimana format pada 
lampiran II A Surat Dirjen No. 472.2.5876/DUKCAPIL. 2) Demi melindungi 
pihak ketiga dari kerugian maka pembuatan perjanjian perkawinan harus 
dibuat dalam bentuk akta notaris (otentik) dan notaris dalam membuat 
perjanjian perkawinan diharapkan untuk a. meminta daftar inventarisasi 
harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang nanti akan 
dicantumkan pada akta; b. membuat pernyataan bahwa harta tersebut 
tidak pernah ditransaksikan dengan cara dan bentuk apapun, untuk dan 
kepada siapapun. 
Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Putusan MK No.60/PUU-XIII/2015 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
USWATUN HASANA (B11113394) with thesis title “Law Review 
Concerning Prenuptial Agreement in Post Constitutional Court 
Decision Number 69/PUU-XIII/2015”. Under the supervision of Anwar 
Borahima as Supervisor I and Nurfaidah Said as Supervisor II. 
The objective of this research is to find out about procedure registration of 
prenuptial agreement created during ongoing marriage bond (based on 
decision of Constitutional Court Number 69 / PUU-XIII / 2015) on marriage 
certificate and to know protection effort for third party related to loss in 
conducting prenuptial agreement during ongoing marriage bond. 
This research used normative research type by using statute approach. 
The results of this study are 1) prenuptial agreement created during 
ongoing marriage bond, in order to bind third party then the prenuptial 
agreement must be registered / recorded in Religious Affair Office 
(Muslim) and Department of Population and Civil Registration (Non 
Muslim). The requirements and procedures for registration are regulated in 
the Letter of the Directorate General of Population and Civil Registration 
Number 472.2 / 5876 / DUKCAPIL concerning "Recording of Prenuptial 
Agreement Report". Under this rule, married couples who have entered 
into a prenuptial agreement carry the requirements as set forth in 
Attachement I (photocopy of electronic ID Card, photocopy of Family Card, 
photocopy of notarial deed of prenuptial agreement which has been 
legalized by proving the original; the marriage certificate of husband and 
wife) then the authorized official to create side notes on the register of 
certificates and quotes of the marriage certificate as formatted in 
Attachment IIA of the Directorate General Letter Number 472.2.5876 / 
DUKCAPIL. 2) In order to protect a third party from loss, the creation of a 
prenuptial agreement must be created in the form of a notarial deed 
(authentic) and a notary in creating the prenuptial agreement is expected 
to a. Requesting a list of the inventory of assets acquired during the 
marriage bonds which will be later attached to the deed; B. Making a 
statement that the wealth is never transacted in any manner and form, for 
and to anyone. 
Keywords : Registration, Prenuptial Agreement, Constitutional Court 
Decision Number 60/PUU-XIII/2015 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 Manusia dalam hidupnya akan mengalami berbagai peristiwa 
hukum. Peristiwa hukum yang pasti dialami oleh manusia adalah kelahiran 
dan kematian, sedangkan peristiwa hukum lain yang pada umumnya juga 
dilalui manusia salah satunya adalah perkawinan. Perkawinan merupakan 
sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 
yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.1 
Perkawinan bukan hanya sekedar menyatukan seorang pria dan 
seorang wanita ke dalam suatu ikatan berupa hubungan keluarga, 
melainkan perkawinan juga melahirkan suatu konsekuensi hukum baik 
bagi  suami maupun isteri yang telah menikah secara sah. Berbagai 
konsekuensi hukum yang timbul akibat ikatan hukum tersebut antara lain 
menyangkut hak dan kewajiban suami dan isteri selama perkawinan 
berlangsung, tanggung jawab mereka terhadap anak-anak, 
konsekuensinya terhadap harta kekayaan baik itu kekayaan bersama 
maupun kekayaan masing-masing, serta akibat hukumnya terhadap pihak 
ketiga. Hal-hal ini penting untuk dipahami oleh setiap calon pasangan 
suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan guna mencegah 
                                                          
1
 Pasal 1 Undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
timbulnya permasalahan di kemudian hari dalam perkawinan.2 Masalah 
harta benda merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan 
timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu 
perkawinan, bahkan dapat menghilangkan kerukunan antara suami dan 
isteri dalam kehidupan suatu keluarga. Untuk menghindari hal tersebut, 
maka dibuatlah perjanjian perkawinan antara calon suami dan isteri, 
sebelum mereka melangsungkan perkawinan. 
Di Indonesia, peraturan-peraturan yang mengatur mengenai 
perjanjian perkawinan diatur di dalam: Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata (untuk selanjutnya disebut “KUHPerdata”) yaitu dalam Bab VII 
(Pasal 139 s/d 179) dan Bab VIII (Pasal 180,182,185); Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut “UU 
Perkawinan”)  yaitu pada Pasal 29; Kompilasi Hukum Islam (untuk 
selanjutnya disebut “KHI”) yaitu pada Pasal 45 s/d 52.  
Berdasarkan Pasal 29 UU Perkawinan, mempelai laki-laki dan 
mempelai perempuan yang akan melangsungkan perkawinan dapat 
membuat perjanjian perkawinan, adapun syarat-syarat pembuatan 
perjanjian perkawinan tersebut antara lain: dibuat pada waktu, atau 
sebelum perkawinan dilangsungkan, dalam bentuk tertulis yang disahkan 
oleh pegawai pencatat, isi perjanjian tidak melanggar batas-batas hukum 
agama, dan kesusilaan, mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, 
                                                          
2
 Abdul Manaf, 2006, Aplikasi Asas Equalitas Hak Dan Kedudukan Suami Dalam 
Penjaminan Harta Bersama Pada Putusan Mahkamah Agung, Mandar Maju: Bandung. 
Hlm 14. 
selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah, perjanjian 
dimuat dalam akta perkawinan (Pasal 12 PP No. 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan), adapun taklik-
talak yang disebutkan di dalam Pasal 45 KHI tidak termasuk dalam 
perjanjian perkawinan. 
Baru-baru ini pada tanggal pada 27 Oktober 2016 lalu, Mahkamah 
Konstitusi (selanjutnya disebut “MK”) melalui putusannya atas 
permohonan uji materiil terhadap UU Perkawinan dan UUPA dengan 
Nomor register 69/PUU-XIII/2015 telah membuat suatu terobosan baru 
mengenai perjanjian perkawinan pada Pasal 29 UU Perkawinan. MK 
sendiri memang diberi kewenangan khusus untuk melakukan pengujian isi 
materi dari suatu Undang-undang yang dianggap bertentangan dengan 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai 
dengan Pasal 24 C ayat (1).3  
Putusan ini di awali dari permohonan Ike Farida, yang merasa hak-
hak konstitusinya dirampas oleh beberapa pasal dalam UU (Baik UU 
Perkawinan maupun UUPA) ini mengajukan keberatannya. Ike Farida, 
mengatakan bahwa dirinya tak bisa memiliki bangunan dengan dasar hak 
milik dikarenakan dirinya menikah dengan WNA dan tidak disertai dengan 
perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta. Ike Farida mengajukan 
                                                          
3
 D.Y. Witanto, SH., 2012, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin 
(Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan), Prestasi 
Pustakaraya: Jakarta, hlm.222. 
pengajuan undang-undang terhadap Pasal 21 ayat (1), ayat (3)4 dan Pasal 
36 ayat (1)5 UUPA (Undang-Undang No 5 tahun 1960); dan Pasal 29 ayat 
(1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1)6 UU Perkawinan. Meskipun Ike 
Farida, mengajukan 4 pasal untuk dilakukan pengujian undang-undang 
(judicial review) akan tetapi oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi 
hanya mengabulkan satu pasal saja, yaitu Pasal 29 ayat (1); (3); (4) UU 
Perkawinan. 
Berdasarkan dalil pemohon Ike Farida, menyatakan bahwa Pasal 29 
ayat (1) dengan frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan 
dilangsungkan”  dan frasa“…sejak perkawinan dilangsungkan” pada ayat 
(3) serta frasa “selama perkawinan berlangsung” pada ayat (4) dianggap 
telah membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau 
kapan akan melakukan “perjanjian”, sehingga bertentangan dengan Pasal 
28E ayat (2) UUD 1945.7 Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi 
menyatakan bahwa Pasal 29 ayat (1); (3) dan (4) dianggap 
inkonstitusional.  
                                                          
4
 Pasal 21: (1) hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik; (3) orang 
asing sesudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan 
tanpa waktu atau pencampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara 
Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini 
kehilangan kewarganegaraannya, wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu 
tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau kehilangan kewarganegaraan itu. Jika 
sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dapat dilepaskan, maka hak 
tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan 
bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. 
5
 Pasal 36: (1) yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah: a. warga negara 
Indonesia; b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan 
di Indonesia. 
6
 Pasal 35: (1) harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama 
7
 Pasal 28E ayat (2): setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, 
menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. 
Adapun alasan pertimbangan hukum hakim dalam hal ini, yaitu 
adanya fenomena suami isteri yang karena alasan tertentu baru 
merasakan kebutuhan membuat perjanjian perkawinan, sedangkan 
ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur mengenai perjanjian 
perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan 
dilangsungkan. Alasan lain disebutkan bahwa pembuatan perjanjian 
perkawinan selama ikatan perkawinan berlangsung di karenakan adanya 
kealpaan dan ketidaktahuan mengenai perjanjian perkawinan yang hanya 
dapat dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Meskipun demikian, 
nyatanya terdapat  kasus pembuatan perjanjian perkawinan yang 
dilakukan selama ikatan perkawinan berlangsung dengan berdasarkan 
penetapan Pengadilan Negeri, salah satunya yaitu: Penetapan No. 
2017/Pdt/P/2005/PN.Jkt.Tim. Dasar pertimbangan hukum hakim untuk 
mengabulkan permohonan tersebut antara lain:  
“Bahwa menimbang, bahwa seharusnya para pemohon telah 
membuat perjanjian perkawinan tentang harta bersama sebelum 
perkawinan dilangsungkan, akan tetapi karena kealpaan dan 
ketidaktahuan para pemohon sehingga baru sekarang para 
pemohon berniat membuat perjanjian pemisahan harta; 
Menimbang, bahwa pada kutipan akta perkawinan para pemohon 
ternyata tidak terdapat catatan tentang perjanjian perkawinan; 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Yuridis Pengadilan Negeri 
Jakarta Timur tidak menemukan hal-hal yang bertentangan dengan 
hukum, agama dan kesusilaan, karena itu pemohonan para 
pemohon beralasan untuk dikabulkan”.8  
Hasil Penetepan Pengadilan ini hanya mengikat para pemohon saja, 
tidak berlaku umum berbeda dengan Putusan MK yang bersifat final dan 
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 Habib Adjie dalam Perjanjian Kawin Pasca Putusan MK, Notarius Edisi Januari-Februari 
2017 
mengikat baik bagi para pemohon dan juga mengikat bagi seluruh warga 
negara Indonesia. 
Sebagaimana diketahui selama ini, perjanjian perkawinan hanya 
dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan akan 
tetapi pasca keluarnya putusan MK, Pasal 29 UU Perkawinan ayat (1) 
penambahan frasa “…selama dalam ikatan perkawinan…”, 
mengakibatkan pembuatan perjanjian perkawinan tidak lagi harus 
dilakukan pada saat sebelum atau pada saat hari dilangsungkannya 
perkawinan, melainkan pasangan suami isteri dapat membuat perjanjian 
perkawinan selama ikatan perkawinan sedang berlangsung. Kemudian di 
ayat (1) juga terdapat penambahan frasa “…perjanjian tertulis yang 
disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris”. Sebelum 
adanya putusan ini, pengesahan perjanjian perkawinan hanya dapat 
dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan. Akan tetapi pasca putusan 
MK, notaris juga diberikan kewenangan untuk mengesahkan perjanjian 
perkawinan, yang mana hal ini bertentangan dengan Undang-undang 
Jabatan Notaris (UUJN) pada Pasal 16 ayat (1) huruf f UU No. 2 Tahun 
2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 
Notaris, yang pada intinya menyebutkan bahwa: Dalam menjalankan 
jabatannya Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta 
yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan 
akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang 
menentukan lain. Perlu diketahui bahwa perjanjian perkawinan merupakan 
perjanjian yang bersifat istimewa (berbeda dengan perjanjian pada 
umumnya). Perjanjian perkawinan dapat menyimpangi asas dalam hukum 
perjanjian, misalnya perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang 
membuatnya (Pasal 1338 jo 1340 KUHPerdata) sedangkan perjanjian 
perkawinan selain berlaku bagi pasangan suami isteri, juga dapat 
mengikat bagi pihak ketiga. Untuk perihal mengikat bagi pihak ketiga, 
maka perjanjian perkawinan harus disahkan terlebih dahulu (memenuhi 
asas publisitas). Oleh karena alasan asas publisitas tersebut, pengesahan 
perjanjian perkawinan oleh notaris dianggap bertentangan dengan UUJN 
maka sebaiknya perjanjian perkawinan wajib didaftarkan pada instansi 
pencatat perkawinan untuk dicatat dalam Register dan Kutipan Akta 
Perkawinan, bagi yang beragama Islam yaitu pada Kantor Urusan Agama 
dan bagi yang Non-Islam pada Kantor Dinas Catatan Sipil. Dengan 
adanya pencatatan tersebut maka unsur asas publisitasnya terpenuhi dan 
dapat mengikat bagi pihak ketiga.9 
Selain perbedaan tersebut di atas pasca putusan MK, pada Pasal 29 
ayat (3) yang mengatur mengenai waktu berlakunya perjanjian 
perkawinan frasa “…mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, 
kecuali ditentukan dalam perjanjian perkawinan” maka dapat disimpulkan 
bahwa: untuk perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat 
dilangsungkannya perkawinan, maka perjanjian perkawinan mulai berlaku 
sejak perkawinan dan untuk perjanjian perkawinan yang dibuat selama 
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dalam ikatan perkawinan, maka para pihak (suami-isteri) boleh 
menentukan saat mulai berlakunya perjanjian perkawinan dan apabila hal 
tersebut tidak ditentukan, maka demi hukum perjanjian perkawinan 
tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.10   
Kemudian pada Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan pasca putusan MK 
frasa perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau 
perjanjian lainnya, perjanjian lainnya yang dimaksud disini tidak dijelaskan 
lebih lanjut. Apakah perjanjian yang dimaksud adalah ta’lik-talak, oleh MK 
tidak didefinisikan lebih lanjut  dan pada frasa “…tidak dapat diubah atau 
dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk 
mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak 
merugikan pihak ketiga,” mengenai pencabutan dan pengubahan 
perjanjian perkawinan dalam ayat ini, sangat bertentangan dengan Pasal 
148 KUHPerdata yang secara tegas menentukan bahwa perjanjian 
perkawinan hanya dapat diubah setelah perjanjian tersebut dibuat dan 
sebelum perkawinan dilangsungkan, setelah perkawinan berlangsung 
perjanjian perkawinan tidak boleh diubah dengan cara apapun. Berbeda 
dengan KUHPerdata, KHI tidak mengatur mengenai perubahan perjanjian 
perkawinan tetapi mengatur secara eksplisit mengenai pencabutan 
perjanjian perkawinan.11 Sedangkan di dalam UU Perkawinan baik 
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 Pasal 50 KHI: a. Perjanjian kawin mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan 
bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di instansi pencatat perkawinan; b. 
Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi 
terhadap pihak ketiga pencabutan perjanjian kawin baru mengikat sejak tanggal 
sebelum atau sesudah putusan MK ketentuan dan tatacara perubahan 
dan pencabutan perjanjian perkawinan tidak diatur dalam pasal peraturan 
pelaksanaan UU Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975) hal ini memerlukan 
peraturan lebih lanjut, mengingat bahwa perubahan dan pencabutan 
perjanjian perkawinan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga.12 
Perlu diketahui, bahwa UU Perkawinan sebanyak 4 (empat) kali telah 
masuk di dalam agenda sidang Pengujian Undang-undang (Judicial 
Review) oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu pada Putusan Nomor 12/PUU-
V/2007 mengenai persoalan izin poligami, Putusan Nomor 46/PUU-
VIII/2010 mengenai persoalan hubungan keperdataan anak dengan ayah 
biologisnya, Putusan Nomor 38/PUU-XI/2011 mengenai persoalan alasan 
perceraian, dan terakhir Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengenai 
persoalan perjanjian perkawinan pada 27 Oktober 2016 lalu. Hal ini 
menandakan bahwa, undang-undang ini masih perlu mendapatkan suatu 
revisi besar-besaran. DPR dan DPD mengusulkan perubahan atas UU 
Perkawinan ini. Usulan itu kini sudah masuk Program Legislasi Nasional 
2015-2019. Meskipun tak masuk prioritas tahun ini, revisi UU Perkawinan 
kemungkinan bakal mendapat perhatian banyak pihak, sebagaimana dulu 
kelahiran UU Perkawinan.13 
                                                                                                                                                               
oendaftaran itu diumumkan dalam suatu surat kabar setempat; c. Apabila dalam tempo 6 
(enam) bulan pengumuman dalam surat kabar tidak dilakukan, maka pendaftaran 
pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga; d. 
pencabutan perjanjian kawin mengenai harta tidak boleh merugikan pihak ketiga. 
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 Media Notariat, Op.Cit., hlm: 12 
13
 Hukum Online, diakses dari: http://hukumonline.com/berita/baca/lt54efe7a624603/lima-
hal-krusial-dalam-revisi-uu-perkawinan pada 25 Desember 2016 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah tersebut, penulis 
mendapati beberapa isu hukum yang mungkin muncul dengan adanya 
putusan MK No. 69/PUU-XIII/2105 ini. Adapun beberapa isu hukum yang 
penulis ingin teliti yaitu: 
1. Bagaimana prosedur pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat 
selama perkawinan berlangsung pada akta perkawinan? 
2. Bagaimana upaya perlindungan pihak ketiga terkait kerugian dalam 
hal pembuatan perjanjian perkawinan selama ikatan perkawinan 
berlangsung? 
C. Tujuan Penulisan 
1. Untuk mengetahui prosedur pencatatan Perjanjian Perkawinan 
pada Akta Perkawinan berdasarkan Pasal 12 huruf h PP No. 9 
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan apabila Perjanjian Perkawinan dibuat selama ikatan 
Perkawinan berlangsung. 
2. Untuk mengetahui upaya perlindungan terhadap pihak ketiga terkait 
kerugian apabila permbuatan Perjanjian Perkawinan dibuat selama 
ikatan perkawinan berlangsung. 
D. Manfaat Penulisan 
1. Manfaat Teoritis/Akademis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu 
pengetahuan di bidang hukum keperdataan, khususnya terkait 
dengan masalah perjanjian perkawinan pasca putusan MK Nomor 
69/PUU-VIII/2015. 
2. Manfaat Praktis 
a. Sebagai bahan referensi acuan mengenai penelitian lain yang 
terkait dengan putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 Tentang 
Perjanjian Perkawinan. 
b. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pertimbangan 
bagi pemerintah atau pihak-pihak terkait dalam menentukan 
kebijakan yang akan datang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan 
1. Pengertian Perkawinan 
a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
Berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan yang dimaksud dengan 
perkawinan adalah: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa”. 
Dengan ikatan lahir batin dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak 
hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja, tapi harus 
kedua-duanya. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat. 
Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan 
wanita untuk hidup bersama, sebagai suami isteri, dengan kata lain dapat 
disebut dengan “hubungan formil”. Hubungan formil ini nyata, baik bagi 
yang mengikatkan dirinya, maupun bagi orang lain atau masyrakat. 
Sebaliknya, suatu ikatan batin adalah merupakan hubungan yang tidak 
formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walau tidak nyata, tapi ikatan 
itu harus ada karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi 
rapuh. Terjadinya ikatan lahir dan ikatan batin, merupakan fondasi dalam 
membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.14  
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UU Perkawinan menganut asas-asas atau prinsip-prinsip sebagai 
berikut:15 
1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal. 
2. Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum 
agamanya dan kepercayaan itu. 
3. Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan. 
4. Perkawinan berasas monogami terbuka. 
5. Calon suami isteri harus sudah masak jiwa raganya untuk 
melangsungkan perkawinan. 
6. Batas umur perkawinan adalah bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 
16 tahun. 
7. Perceraian dipersulit dan harus dilakukan di muka sidang 
pengadilan. 
8. Hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang. 
 
b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Berbeda dengan UU Perkawinan, di dalam KUHPerdata tidak 
diberikan pengertian/defenisi mengenai perkawinan, hanya dalam Pasal 
26 diberikan batasan sebagai berikut: “Undang-undang memandang soal 
perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”. Dari ketentuan ini  
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 Hilman Hadikusuma, 2003, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju: Bandung, 
Hlm. 6. 
dapat diketahui bahwa KUHPerdata hanya memandang perkawinan 
semata-mata merupakan perjanjian perdata.   
Adapun perbedaan yang mencolok dari perjanjian biasa dengan 
perkawinan, yaitu pada perjanjian biasa para pihak bebas menentukan isi 
dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak, dimana terdapat ketentuan 
yang membatasi bahwa perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan 
perundang-undangan, baik kesusilaan dan ketertiban umum. Hal tersebut 
akan berlaku terhadap setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang 
bersangkutan dan perjanjian tersebut menjadi undang-undang yang 
mengikat bagi para pembuatnya (asas pacta sun servanda).16 Berbeda 
dalam hal perjanjian suatu perkawinan. Meskipun pada hakikatnya 
perkawinan itu adalah suatu perjanjian, akan tetapi perjanjian tersebut 
sejak semula telah ditentukan oleh hukum. Baik dari segi isi maupun 
syarat-syarat materil dan formilnya. 
c. Kompilasi Hukum Islam  
 Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 2 Buku 1 
tentang Hukum Perkawinan, yang dimaksud perkawinan menurut hukum 
islam adalah Akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidan untuk 
menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 
d. Pengertian Perkawinan Menurut Para Ahli 
Beberapa ahli memberi pengertian perkawinan sebagai berikut:  
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1. Wirjono Prodjodikro, perkawinan adalah suatu hidup bersama dari  
seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-
syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.17 
2. Hilman Hadikusuma, mengemukakan bahwa menurut hukum adat 
pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti 
sebagai “perikatan perdata” tetapi juga merupakan “perikatan adat” 
dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan 
ketetanggaan” sedangkan menurut hukum agama perkawinan 
adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu perikatan 
antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan 
Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga 
serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan 
ajaran agama masing-masing.18 
3. Hazairin, perkawinan adalah hubungan seksual. Menurut beliau 
tidak ada perkawinan apabila tidak dibarengi hubungan seksual. 
Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara 
suami isteri, maka tidak perlu ada tenggang waktu (iddah) untuk 
menikah lagi bagi bekas isteri itu dengan laki-laki.19 
4. HA. Zahry Hamid, memberikan pengertian perkawinan menurut 
hukum Islam yaitu suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki 
dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah 
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 Gatot Supramono, 1998, Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah, Djambatan: Jakarta, 
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 Ibid. 
tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksakan menurut 
ketentuan-ketentuan Hukum Syariat Islam.20 
5. Scholten, perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara 
seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan 
kekal, yang diakui oleh negara.21 
6. Sayuti Thalib, perkawinan ialah perjanjian suci membentuk 
keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.22 
Perikatan perkawinan sangat penting di dalam pergaulan 
masyarakat, dimana di dalam kehidupan bersama yang kemudian 
melahirkan anak keturunan, dimana anak merupakan sendi yang utama 
bagi pembentukan negara dan bangsa.23 
2. Syarat Sah Perkawinan 
Sebagai salah satu perbuatan hukum, Perkawinan mempunyai 
akibat hukum. Adanya akibat hukum ini erat kaitannya dengan sahnya 
perbuatan hukum itu. Contohnya, apabila suatu perkawinan dianggap 
tidak sah oleh hukum, maka akibat hukumnya anak yang lahir dari 
perkawinan itu merupakan anak yang tidak sah di mata hukum.24 
UU Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 telah mengatur secara 
eksplisit mengenai syarat-syarat perkawinan, baik menyangkut orangnya, 
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kelengkapan administrasi, serta prosedur pelaksanaannya dan 
mekanismenya. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan telah 
diatur  bahwa: 
a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-
masing hukum agama dan kepercayaannya. 
b. Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang 
berlaku. 
Berdasarkan keterangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 
perkawinan dianggap sah, apabila diselenggarakan: 
1. Menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan; 
2. Secara tertib menurut hukum syariah bagi yang beragama islam; 
3. Dicatat menurut perundang-undangan dengan dihadiri oleh 
Pegawai Pencatat Nikah. 
4. Bagi yang beragama non islam, pencatatan dilakukan oleh 
pegawai dari kantor catatan sipil dan yang beragama islam, 
pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, talak, rujuk 
dari Kantor Urusan Agama. 
Sedangkan mengenai syarat-syarat melangsungkan perkawinan 
diatur dalam UU Perkawinan, terbagi atas dua jenis yaitu syarat materiil 
dan syarat formil. Syarat materiil adalah syarat yang mengenai atau 
berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan 
perkawinan yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan, 
sedangkan syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara 
pelangsungan perkawinan, baik syarat yang mendahului maupun syarat 
yang menyertai pelangsungan perkawinan.25 
Syarat materiil ini, terbagi kedalam dua bagian, yaitu syarat materiil 
umum dan syarat materiil khusus. Syarat materiil umum tersebut antara 
lain adalah: 
a. Persetujuan bebas 
Artinya diantara pasangan suami isteri tersebut haruslah terdapat 
kata sepakat, antara yang satu dengan yang lainnya untuk 
mengikatkan diri di dalam suatu ikatan perkawinan tanpa adanya 
suatu paksaan dari pihak manapun juga. Artinya tanpa kehendak 
bebas dari salah satu pihak ataupun keduanya maka pekawinan tak 
dapat dilaksanakan. Hal tersebut juga disebutkan di dalam Pasal 6 
ayat (1) UU Perkawinan bahwa perkawinan harus didasarkan atas 
persetujuan kedua calon mempelai. 
b. Syarat usia 
Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa 
untuk dapat melangsungkan perkawinan seorang pria haruslah 
berusia minimal 19 tahun dan bagi seorang wanita berusia minimal 
16 tahun. Adapun mengenai batasan usia ini dapat dilakukan 
dispensasi atau penyimpangan tentang peraturan batas usia dengan 
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cara mengajukan permohonan kepada pengadilan atau pejabat yang 
ditunjuk oleh kedua calon mempelai. 
c. Tidak dalam status perkawinan 
Pasal 9 UU Perkawinan, menentukan bahwa seseorang yang masih 
terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi 
kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2)26 dan Pasal 
427 UU Perkawinan. Hal ini berkaitan dengan prinsip monogami yang 
diatur dalam Pasal 3 ayat (1): “pada azasnya dalam suatu 
perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai isteri. Seorang 
wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. 
d. Berlakunya waktu tunggu 
Pasal 11 UU Perkawinan menentukan bahwa bagi semua wanita 
yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. 
Jangka waktu tunggu yang dimaksud, selanjutnya diatur dalam Pasal 
39 PP No. 9 Tahun 1975: 
(1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud pasal 11 ayat 
(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
ditentukan sebagai berikut: 
(a) Apabila perkawinan putus karena kematian maka, waktu 
tunggu ditetapkan 130 hari; 
(b) Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu 
bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan (3) kali suci 
dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan 
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bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan 
puluh) hari; 
(c) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam 
keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai 
melahirkan. 
(2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena 
perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya 
belum pernah terjadi hubungan kelamin. 
(3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu 
tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi 
perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung 
sejak kematian suami. 
Syarat materiil lainnya adalah syarat materiil khusus yang 
merupakan syarat menyangkut pribadi suami isteri berkenaan dengan 
larangan dan ijin sebagai berikut: 
a. Ijin untuk melangsungkan perkawinan 
Mengenai ijin kawin diatur dalam Pasal 6 UU Perkawinan, 
menyebutkan bahwa perkawinan seseorang yang belum mencapai 
usia 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tuanya. Jika 
salah seorang dari orang tuanya telah meninggal dunia terlebih 
dahulu atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka ijin 
tersebut cukup dari orang tua yang masih hidup atau yang mampu 
menyatakan kehendaknya. Apabila kedua orang tua telah meninggal 
dunia atau keduanya tidak mampu menyatakan kehendaknya maka 
yang menggantikan posisi tersebut adalah orang yang memelihara 
atau keluarga yang memiliki hubungan dalam garis keturunan lurus 
keatas. Dalam keadaan tertentu ijin untuk melangsungkan 
perkawinan dapat diberikan oleh Pengadilan dalam daerah hukum 
tempat tinggal calon suami isteri tersebut. 
b. Larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan. 
Pasal 8 UU Perkawinan merupakan pasal yang mengatur mengenai 
hal ini. Isi dalam pasal tersebut antara lain menguraikan bahwa 
terdapat larangan untuk melakukan perkawinan bagi mereka yang 
antara lain: 
1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah 
ataupun ke atas; 
2) Berhubungan darah, dalam garis keturunan menyamping yaitu 
antar saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan 
antara seorang dengan neneknya; 
3) Sehubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan 
bapak tiri; 
4) Sehubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, 
saudara susuan dan bibi/paman susuan; 
5) Sehubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau 
kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih 
dari seorang; 
6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang 
berlaku, dilarang kawin. 
Selain syarat materiil umum dan khusus, terdapat pula syarat formil. 
yang dimaksud syarat formil adalah yang menyangkut dengan formalitas-
formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Adapun syarat tersebut 
diuraikan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
Adapun syarat formal tersebut meliputi:  
1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan 
memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di 
tempat akan dilangsungkannya perkawinan sekurang-kurangnya 
10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.28 
2. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara lisan atau tertulis 
oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.29 
3. Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, 
pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah 
seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri 
atau suaminya terdahulu.30 
4. Setelah syarat-syarat diterima pegawai pencatat perkawinan lalu 
diteliti, apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Hasil 
penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut.31 
5. Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan 
serta tidak ada suatu halangan perkawinan, kemudian pegawai 
pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang 
pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan yang 
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memuat nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon 
pengantin serta hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan 
dilangsungkan.32 
6. Perkawinan dilangsungkan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya serta setelah hari ke 10 (sepuluh) 
sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat 
serta dilaksanakan dihadapan pegawai pencatatan dan dihadiri 
oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara 
resmi. 
Selain UU Perkawinan, KUHPerdata (BW) juga mengatur mengenai 
syarat-syarat perkawinan yang terdiri atas syarat materiil dan syarat formil. 
Syarat materiil perkawinan terdiri dari: 
1. Adanya persetujuan bebas dan calon suami dan calon isteri.33 
2. Seorang pria hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang 
wanita saja; dan seorang wanita hanya boleh terikat dengan satu 
pria saja. Hal ini juga dikenal dengan asas monogami mutlak.34 
3. Kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam 
undang-undang, yaitu bagi laki-laki 18 tahun dan bagi perempuan 
15 tahun.35 
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4. Seorang perempuan tidak diperbolehkan melakukan perkawinan 
baru, kecuali setelah lampau jangka waktu 300 (tiga ratus hari) 
sejak pembubaran perkawinan yang terakhir.36 
Sedangkan syarat formal dalam BW, hanya memuat dua ketentuan 
saja. Baik itu sebelum  maupun sesudah perkawinan yaitu: 
1. Pemberitahuan (aangifte) yang harus dilakukan, baik secara 
langsung maupun dengan surat yang dengan cukup jelas 
memperlihatkan niat kedua calon suami isteri, dan tentang 
pemberitahuan itu harus dibuat sebuah akta oleh pegawai catatan 
sipil.37 
2. Pengumuman yang dilakukan oleh pegawai catatan sipil.38 
3. Akibat Perkawinan 
Perkawinan merupakan kesepakatan bersama antara suami dan 
isteri untuk melakukan hidup bersama, dan tentu saja mengakibatkan hak 
dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Setiap suami mempunyai hak 
dalam keluarga, begitu juga hak seorang isteri bagi seorang wanita yang 
mengikatkan diri dalam suatu perkawinan. Yang dimaksud dengan hak 
ialah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau isteri 
yang diperoleh dari hasil perkawinan. Hak ini juga dapat di hapus apabila 
yang bersangkutan rela haknya tidak dipenuhi.39 Sedangkan yang 
dimaksud dengan kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau 
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diadakan oleh seorang suami dan isteri untuk memenuhi hak kedua yang 
bersangkutan.40 
Mengenai hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam Bab VI 
Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mulai dari Pasal 30 
sampai dengan Pasal 34. Antara suami dan isteri diberikan hak dan 
kedudukan yang seimbang baik dalam kehidupan berumah tangga 
maupun pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Adanya hak dan 
kedudukan yang seimbang ini dibarengi dengan adanya suatu kewajiban 
yang sama pula didalam membina dan menegakkan fondasi rumah 
tangga. Contoh konkret dari persamaan hak, kedudukan serta kewajiban 
ini adalah di dalam melakukan perbuatan hukum lain. Misalnya seorang 
isteri dapat melakukan perjanjian, jual beli dan lain-lainnya tanpa 
memerlukan bantuan atau pendampingan dari suaminya. Bahkan di dalam 
hal apabila salah satu pihak lalai dalam melaksanakan kewajibannya 
maka kedua belah pihak baik suami maupun isteri diberikan kesempatan 
yang sama untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan.41 
Selain akibat tersebut di atas, akibat dari perkawinan juga terkait 
dengan harta benda. Mengenai hal ini, diatur dalam  Bab VII Pasal 35 
sampai dengan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan. Berdasarkan isi dari pasal tersebut, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa: 
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a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik 
bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami 
isteri baik itu harta benda yang diperoleh sebagai hadiah maupun 
warisan, tetap di bawah penguasaan masing-masing sepanjang 
tidak ditentukan lain oleh suami isteri, maka harta tersebut 
menjadi harta bersama. Agar harta bawaan ini tidak menjadi harta 
bersama, maka suami dan isteri harus membuat perjanjian kawin 
terlebih dahulu. 
b. Mengenai harta bersama, suami dan isteri dapat bertindak apabila 
ada persetujuan dari kedua belah pihak. Sedangkan mengenai 
harta bawaan, suami maupun isteri mempunyai hak sepenuhnya 
untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. 
c. Apabila perkawinan terputus karena perceraian, maka harta 
bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. 
 
4. Akta Perkawinan 
 Untuk memastikan status perdata seseorang, ada lima peristiwa 
hukum dalam kehidupan manusia yang perlu dilakukan pencatatan, yaitu 
peristiwa42: 
1. Kelahiran. Menentukan status hukum sesorang sebagai subjek 
hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban; 
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2. Perkawinan. Menetukan status hukum seseorang sebagai suami 
isteri dalam ikatan perkawinan menurut hukum; 
3. Perceraian. Menentukan status hukum sesorang sebagai janda 
atau duda, yang bebas dari ikatan perkawinan; 
4. Kematian. Menentukan status hukum sesorang sebagai ahli waris, 
sebagai janda atau duda dari almarhum/almarhumah; 
5. Penggantian nama. Menentukan status hukum sesorang dengan 
identitas tertentu dalam hukum perdata. 
 Adapun mengenai tujuan dari pencatatan tersebut ialah agar 
memperoleh kepastian hukum  tentang status perdata sesorang yang 
mengalami peristiwa hukum tersebut.43  Mengenai akta perkawinan, 
sesaat setelah dilangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing 
agama dan kepercayaannya, kedua mempelai menandatangani akta 
perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan 
ketentuan yang berlaku. Akta perkawinan itu juga ditandatangani oleh 
kedua orang saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan 
dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, 
ditandatangani pula oleh Wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan 
penandatangan akta perkawinan tersebut, maka perkawinan itu telah 
tercatat secara resmi sesuai dengan Pasal 11 ayat (1-3) PP No. 9 Tahun 
1975.44 
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Akta perkawinan merupakan akta otentik. Berdasarkan Pasal 12 PP 
No. 9 Tahun 1975, akta perkawinan diharuskan minimal memuat: 
1. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan 
dan tempat kediaman suami-isteri; 
2. Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan 
juga nama isteri atau suami terdahulu; 
3. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang 
tua mereka; 
4. Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) 
Undang-undang; 
5. Dispensasi sebagai yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-
undang; 
6. Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) undang-
undang; 
7. Izin dari pejabat yang ditunjuk oleh menteri HANKAM/PANGAB 
bagi anggota angkatan bersenjata; 
8. Perjanjian perkawinan bila ada; 
9. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman 
para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama islam; 
10. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan temapat 
kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang 
kuasa. 
Adapun akta perkawinan ini dibuat dalam dua rangkap, rangkap 
pertama disimpan oleh pegawai pencatat, dan rangkap kedua disimpan 
pada panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu 
berada. Sedangkan untuk suami dan isteri masing-masing diberikan 
kutipan akta perkawinan. 
Dengan adanya akta perkawinan itu maka suami isteri bersangkutan 
mempunyai alat bukti kawin sah berdasarkan UU Perkawinan No. 1/74 
yang dapat digunakan untuk keperluan baik sebagai suami isteri maupun 
sebagai orang tua/kepala rumah tangga, dsb.45 
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5. Perkawinan Campuran 
Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak membatasi 
bahwa perkawinan hanya boleh terjadi hanya antar sesama warga negara 
saja. Akan tetapi, perkawinan juga dapat terjadi antara Warga Negara 
Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA). Perkawinan yang 
berbeda kewarganegaraan ini dikenal dengan nama “Perkawinan 
Campuran”. 
Istiah perkawinan campuran terdapat beberapa perbedaan 
pengertian, antara yang dinyatakan dalam perundangan dengan yang 
sering dinyatakan masyrakat sehari-hari46. Misalnya perkawinan berbeda 
agama dan adat, oleh masyarakat sehari-hari menyebutnya perkawinan 
campuran. Berbeda dengan perkawinan campuran yang dimaksud dalam 
UU Perkawinan, perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilakukan 
oleh warga negara yang berbeda, misalnya antara warga negara 
Indonesia keturunan Cina dengan orang Cina yang berkewarganegaraan 
Republik Rakyat Cina, atau perkawinan antara warga negara Indonesia 
dengan warga negara Belanda.47 Di sini penulis hanya akan membahas 
mengenai perkawinan campuran yang dimaksud dalam UU Perkawinan.  
Mengenai peraturan perihal perkawinan campuran diatur di dalam 
Bab XII pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 60. Mengenai pengertian 
perkawinan campuran, pada Pasal 57 menentukan bahwa “ Perkawinan 
campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk 
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pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan salah 
satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. 
Perkawinan campuran, yang dilakukan di Indonesia dlakukan 
menurut UU Perkawinan, hal ini sesuai pada Pasal 59 ayat (2) yang 
menyatakan bahwa undang-undang perkawinan juga tetap mengakui 
perkawinan campuran yang dilakukan di luar negeri, asalkan memenuhi 
ketentuan yang terdapat dalam Pasal 56 Undang-undang perkawinan, 
yaitu: 
(1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua 
orang WNI atau seorang WNI dengan warga negara Asing adalah 
sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara 
mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara 
Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang 
ini; 
(2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di 
Wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan merekaharus 
didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal 
mereka. 
Pendaftaran perkawinan campuran tersebut harus dilakukan ketika 
kembali ke Indonesia, hal ini sebagai sarana kontrol Pemerintah untuk 
mengawasi warganya. Apabila tidak dilakukan pendaftaran seperti di 
maksud, perkawinan tetap sah, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum.48 
 
6. Harta Benda Dalam Perkawinan 
Pada hakekatnya harta benda perkawinan suami isteri meliputi harta 
yang di bawa kedalam perkawinan oleh suami isteri (harta bawaan) dan 
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harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung (harta bersama). 
Dalam UU Perkawinan menganut asas perpisahan harta sebagaimana 
diatur dalam Pasal 35 yang menggolongkan harta dalam perkawinan 
terbagi atas harta bersama dan harta bawaan. 
Harta bersama diatur dalam pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu: 
a. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung; 
b. Harta yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian atau 
warisan apabila ditentukan demikian; 
c. Hutang-hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung 
kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami 
isteri. 
 Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas 
persetujuan kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan yang tercantum 
dalam Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan. Harta bersama tersebut pada 
umumnya akan dibagi dua secara proposional kepada masing-masing 
pihak apabila terjadi perceraian, sedangkan apabila perkawinan putus 
disebabkan oleh kematian salah satu pihak maka harta bersama tetap 
pada keadaan semula dikuasai oleh pihak yang masih hidup.49 
 Sedangkan yang dimaksud dengan harta bawaan adalah harta 
kekayaan yang selama perkawinan tetap berada dalam kekuasaan pihak 
yang membawanya, atas harta bawaan tersebut pihak yang 
menguasainya memiliki hak penuh untuk menggunakan, memakainya 
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serta mengalihkannya tanpa harus adanya persetujuan dari pihak lainnya, 
hal ini diatur dalam Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan. Harta bawaan diatur 
dalam Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan yaitu: “Mengenai harta bawaan 
masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk 
melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya” 
Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat di simpulkan sebagai 
berikut: 
a. Harta yang dibawa masing-masing suami isteri kedalam 
perkawinan termasuk di dalamnya hutang-hutang yang dibuat 
sebelum perkawinan yang belum dilunasi; 
b. Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian, 
kecuali ditentukan lain; 
c. Harta yang diperoleh masing-masing karena warisan, kecuali 
ditentukan lain; 
d. Hasil-hasil dari harta kekayaan masing-masing selama perkawinan 
berlangsung, termasuk hutang-hutang yang timbul karena 
pengurusan harta kekayaan pribadi 
 Dari beberapa penjelasan di atas permasalahannya adalah tidak 
semua harta yang didapat atau diperoleh selama perkawinan menjadi 
harta bersama, kecuali ada perjanjian mengenai status harta tersebut 
sebelum ada pada saat dilangsungkannya pernikahan. Harta bawaan 
adalah harta yang dimiliki oleh suami atau isteri sebelum perkawinan atau 
harta yang diperoleh selama perkawinan yang berasal dari hadiah, hibah 
atau warisan. Sedangkan harta bersama yang terdapat dalam ketentuan 
Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan adalah harta yang diperoleh selama 
perkawinan berlangsung. Terpisahnya harta bersama dan harta bawaan 
selama dalam ikatan perkawinan adalah demi hukum, untuk memudahkan 
penyelesaian jika kemudian hari terjadi perselisihan atau cerai hidup.50 
 Berbeda dengan UU Perkawinan, di dalam Hukum Islam tidak 
mengatur mengenai harta bersama dan harta bawaan, yang ada hanya 
menerangkan tentang adanya hak milik pria dan wanita serta mas kawin 
ketika perkawinan berlangsung. Di dalam Al-Qur’an sebagaimana juga 
disinggung Hazairin dalam surah An-Nisa ayat 32 yang berbunyi: 
                                                                                                          
                                                                       
“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah 
kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. 
(Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang 
mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa 
yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari 
karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala 
sesuatu”. 
Ayat tersebut bersifat umum tidak ditujukan terhadap suami atau 
isteri, melainkan ditujukan bagi semua pria dan semua wanita. Jika 
mereka berusaha dalam kehidupannya sehari-hari, maka hasil usaha 
mereka itu merupakan harta pribadi yang dimiliki dan dikuasai oleh pribadi 
masing-masing. 
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Dalam hubungan dengan perkawinan ayat tersebut dapat dipahami, 
bahwa ada kemungkinan dalam suatu perkawinan akan ada harta bawaan 
dari isteri yang terpisah dari harta suami, dan masing-masing suami dan 
isteri menguasai dan memiliki hartanya sendiri-sendiri. Sedangkan harta 
bersama (harta pencaharian) milik bersama suami isteri tidak ada, dan 
harta bawaan isteri itu kemudian bertambah dengan mas kawin yang 
diterimanya dari suaminya ketika berlangsungnya perkawinan. 
Selanjutnya suami tidak boleh memakai hak milik isteri tanpa persetujuan  
isteri, apabila digunakan meskipun untuk kebutuhan sehari-hari pada 
dasarnya hal tersebut merupakan utang suami kepada isteri yang harus 
dikembalikan.51 
Sedangkan harta benda dalam KUHPerdata diatur di dalam Buku I, 
Pasal 119 s/d Pasal 198. Berdasarkan ketentuan Pasal 119 ditetapkan 
bahwa “Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah 
persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar 
mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain” 
maka dapat disimpulkan bahwa ketika perkawinan berlangsung terjadi 
pencampuran harta kekayaan antara suami dan isteri dan dan hal tersebut 
dapat disimpangi dengan adanya perjanjian kawin yang dibuat dengan 
akta notariil apabila tidak dibuat penyimpangan tersebut maka persatuan 
tersebut bersifat mutlak52. Kemudian pada Pasal 120 “Sekedar mengenai 
laba-labanya, persatuan itu meliputi harta kekayaan suami dan isteri, 
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bergerak dan tak bergerak, baik yang sekarang, maupun yang kemudian, 
maupun pula, yang mereka peroleh dengan cuma-cuma, kecuali dalam 
hal terakhir ini si yang mewariskan atau yang menghibahkan dengan 
tegas menentukan sebaliknya”. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 
aturan di dalam KUHPerdata mengenai penyatuan harta berlaku luas 
terhadap harta kekayaan milik suami dan isteri baik harta tersebut 
diperoleh sebelum dan selama perkawinan berlangsung, dan 
pengecualian apabila pewaris atau pemberi hibah menegaskan agar harta 
yang diwariskan atau dihibahkan tidak jatuh kedalam penyatuan harta 
kekayaan.53 
B. Perjanjian Perkawinan 
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan 
 Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 terutama Pasal 29, tidak 
menguraikan secara spesifik mengenai pengertian serta isi dari perjanjian 
perkawinan. Isi dari Pasal 29 UU Perkawinan yaitu: 
(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak 
atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis 
yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana 
isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga 
tersangkut; 
(2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar 
batas-batas hukum, agama dan kesusilaan; 
(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan; 
(4) Selama perkawinan berlangsung tersebut tidak dapat diubah, 
kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk 
mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. 
 Hanya pada Pasal 29 ayat (2) diterangkan tentang batasan yang 
tidak boleh dilanggar dalam membuat perjanjian perkawinan. Dengan 
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tidak adanya pengertian yang jelas tentang perjanjian perkawinan, maka 
di antara para ahli terdapat juga perbedaan dalam memberikan pengertian 
tentang perjanjian perkawinan dan pengertian perjanjian perkawinan yang 
di berikan umumnya mengarah kepada ketentuan yang terdapat dalam 
KUHPerdata. Berikut beberapa pengertian perjanjian perkawinan menurut 
beberapa ahli: 
a. R. Subekti, menyebutkan bahwa Perjanjian perkawinan adalah 
suatu perjanjian mengenai harta benda suami-isteri selama 
perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang 
ditetapkan oleh undang-undang.54 
b. Happy Susanto, menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan adalah 
perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon pengantin, baik laki-laki 
maupun perempuan sebelum perkawinan mereka dilangsungkan, 
dalam isi perjanjian tersebut mengikat hubungan perkawinan 
mereka.55 
c. Soetojo Prawirohamidjojo, perjanjian perkawinan adalah perjanjian 
(persetujuan) yang dibuat oleh caon suami isteri sebelum atau pada 
saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat 
perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.56 
d. Black’s Law Dictionary memberikan defenisi mengenai pengertian 
perjanjian perkawinan atau prenuptial agreement yaitu A prenuptial 
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agrrement is a contract encountered into prior to marriage, civil 
union or any other agreement by the people intending to marry or 
contract with each other.57 
Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian 
yang dibuat oleh pasangan suami isteri pada saat sebelum atau pada hari 
saat dilangsungkannya perkawinan, dimana isi dari perjanjian tersebut 
pada umumnya mengatur mengenai perihal harta kekayaan suami dan 
isteri.  
Meskipun terdapat pasal yang terkait dengan perjanjian 
perkawinan, akan tetapi karena kurangnya penjelasan lebih lanjut 
mengenai isi dari perjanjian perkawinan maka K. Wantjik menyimpulkan 
bahwa isi perjanjian perkawinan tersebut luas sekali.58 Sekalipun terdapat 
batasan mengenai isi dari perjanjian perkawinan hanyalah larangan 
terhadap isi yang bertentangan dengan hukum, agama maupun 
kesusilaan.  
Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai perjanjian 
perkawinan di atur pada Bab VII Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 
tentang perjanjian perkawinan. Adapun dalam Pasal 45 menjelaskan 
bahwa Perjanjian perkawinan terbagi atas dua bentuk, yaitu pada ayat (1) 
ta’lik-talak dan pada ayat (2) mengenai perjanjian lain yang tidak 
bertentangan dengan hukum islam. Sebagaimana tercantum dalam 
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penjelasan Pasal 29 UU Perkawinan, bahwa ta’lik-talak tidak termasuk 
dalam perjanjian perkawinan. Sedangkan mengenai perjanjian perkawinan 
yang berkatan dengan masalah harta bersama yang di dapat selama 
perkawinan diterangkan dalam Pasal 47 KHI bahwa: 
(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua 
calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan 
Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam 
perkawinan. 
(2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi pencampuran 
harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing 
sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan islam. 
(3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga 
isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk 
mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama 
atau syarikat. 
Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa “perjanjian 
perkawinan” menurut KHI bukan hanya terbatas pada harta yang di dapat 
selama perkawinan, akan tetapi juga mencakup harta bawaan masing-
masing suami isteri. Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian 
perkawinan terhadap harta bersama yaitu perjanjian tertulis yang disahkan 
oleh pegawai pencatat nikah, perjanjian tersebut dibuat oleh calon suami 
isteri untuk mempersatukan atau memisahkan harta kekayaan pribadi 
masing-masing selama perkawinan berlangsung, tergantung dari apa 
yang disepakati oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Isi perjanjian 
tersebut berlaku pula bagi pihak ketiga sejauh pihak ketiga tersangkut.59 
Perjanjian perkawinan yang dibuat antara calon suami isteri tentang 
pemisahan harta bersama atau harta syarikat tidak boleh menghilangkan 
kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.  
                                                          
59
Damanhuri HR, Segi-Segi Hukum, Mandar Maju: Bandung, hlm. 12. 
Meskipun Kitab Undang-undang Hukum Perdata, juga tidak 
memberikan definisi tentang apa itu perjanjan perkawinan akan tetapi 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan mengenai larangan 
tentang isi perjanjian perkawinan yaitu: 
a. Perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau 
ketertiban umum.60 
b. Perjanjian itu tidak boleh menyimpang dari kekuasaan yang oleh 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata diberikan kepada suami 
selaku kepala rumah tangga, misalnya tidak boleh dijanjikan 
bahwa isteri akan mempunyai tempat kediaman sendiri.61 
c. Dalam perjanjian itu tidak boleh ditentukan bahwa salag satu 
pihak akan menanggung hutang lebih besar daripada bagiannya 
dalam keuntungan.62 
d. Dalam perjanjian itu tidak boleh secara umum ditunjuk begitu saja 
kepada peraturan yang berlaku dalam suatu negara asing.63 
e. Janji itu tidak boleh dibuat dengan kata-kata umum bahwa 
kedudukan mereka akan diatur oleh hukum adat dan 
sebagainya.64 
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Di dalam amar pertimbangan hukum hakim MK dengan No. 
69/PUU-XIII/2015 disebutkan mengenai tujuan perjanjian perkawinan yaitu 
antara lain: 
1. Memisahkan harta kekayaan antara pihak isteri sehingga harta 
kekayaan mereka tidak bercampur. Oleh karena itu, jika suatu 
saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi, 
tidak ada perebutan harta kekayaan bersama atau gono gini. 
2. Atas hutang masing-masing pihak pun yang mereka buat dalam 
perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggung jawab 
sendiri-sendiri. 
3. Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka tidak 
perlu meminta ijin dari pasangannya (suami/isteri). 
4. Begitu juga dengan fasilitas kredit yang mereka ajukan, tidak lagi 
harus meminta ijin terlebih dahulu dari pasangan hidupnya 
(suami/isteri) dalam hal menjaminkan aset yang terdaftar atas 
nama salah satu dari mereka.  
Dalam Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengenai perjanjian 
perkawinan juga tidak dijelaskan mengenai apa itu perjanjian perkawinan, 
dalam Putusan MK hanya menguraikan isi dari Pasal 29 UU Perkawinan 
yang diubah dikarenakan oleh Hakim berpendapat bahwa isi pasal ini 
bertentangan dengan  Pasal 28E ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 
dan merampas hak-hak Pemohon Ike Farida sebagai Warga Negara 
Indonesia. Isi Pasal 29 pasca Putusan MK yaitu: 
(1) Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan 
perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat 
mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai 
pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku 
juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut; 
(2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar 
batas-batas hukum, agama dan kesusilaan; 
(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan 
dilangsungkan, kecuali ditentukan dalam perjanjian perkawinan; 
(4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat 
mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat 
diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada 
persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan 
atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga. 
 
2. Syarat Sah Perjanjian Perkawinan 
Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan 
menyebutkan bahwa: “Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan 
bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan”. 
Pengesahan perjanjian perkawinan tersebut oleh pegawai pencatat 
perkawinan sebagaiamana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan. 
Dengan demikian perjanjian perkawinan tersebut harus tidak melanggar 
batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Contoh hal yang melanggar 
batas hukum adalah perjanjian perkawinan yang isinya menyebutkan 
bahwa salah satu pihak mempunyai kewajiban lebih besar dalam utang-
utang daripada bagiannya dalam keuntungan harta bersama65. Contoh hal 
yang melanggar batas agama adalah: perjanjian perkawinan yang isinya 
menyebutkan apabila suami meninggal dan mereka tidak dikarunia anak, 
maka warisan mutlak jatuh kepada isterinya. Padahal dalam Islam, harta 
suami yang meninggal tanpa dikaruniai anak tidak seluruhnya jatuh 
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kepada sang isteri, masih ada ahli waris yang berhak atas harta tersebut 
misalnya saudara kandung maupun orang tua suami yang masih hidup.  
Agar perjanjian perkawinan dapat mengikat bagi pihak ketiga, harus 
dilakukan pendaftaran terlebih dahulu. Meskipun tidak didaftarkan, bukan 
berarti perjanjian perkawinan itu tidak sah. Akan tetapi tidak dapat 
mengikat pihak ketiga dan selama belum didaftarkan, pihak ketiga selama 
benar-benar tidak mengetahui adanya perjanjian perkawinan maka dapat 
beranggapan bahwa perkawinan itu berlangsung dengan 
kebersamaan/penyatuan harta perkawinan.66 Apabila pihak ketiga sudah 
terikat sebelum perkawinan itu terjadi. selama perjanjian perkawinan 
belum didaftarkan maka terhadap mereka dapat dianggap terjadi 
persatuan harta. Pitlo menyatakan bahwa undang-undang menentukan 
kewajiban pendaftaran itu adalah untuk melindungi kepentingan pihak 
ketiga.67 
3. Bentuk Isi Perjanjian Perkawinan 
Bentuk perjanjian perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 29 ayat 
(2) UU Perkawinan adalah perjanjian tertulis, perjanjian tertulis tentu saja 
sangat berkaitan dengan suatu akta otentik yang merupakan suatu akta 
dalam bentuk undang-undang dan dibuat di hadapan pejabat umum yang 
berwenang (misalkan notaris)68. Dalam bagian akhir ayat (1) ini 
dinyatakan “...setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga 
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sepanjang pihak ketiga tersangkut”, sehingga apabila perjanjian 
perkawinan tertulis tersebut berlaku juga bagi pihak ketiga, itu berarti 
perjanjian tertulis tersebut haruslah dalam bentuk akta notariil. 
Mengenai bentuk-bentuk perjanjian perkawinan, terbagi atas 3 
perspektif, yaitu: 
1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 
KUH Perdata, menganut sistem pencampuran harta kekayaan antara 
suami isteri pencampuran harta kekayaaan antara suami isteri (alghele 
gemenschap van goederen) ketika perkawinan terjadi, apabila tidak 
diadakan perjanjian perkawinan terlebih dahulu. Sebagaimana tercantum 
dalam Pasal 119 KUHPerdata: 
 “Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah 
persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekadar 
mengenai itu perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. 
Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau 
diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan isteri.” 
Dengan demikian, di dalam pasal ini menunjukkan bahwa sepanjang 
mengenai harta menjadi harta bersama atau harta campuran itu demi 
undang-undang menjadi hubungan bersama, atau apabila suami isteri 
sebelum melangsungkan perkawinan mengadakan surat perjanjian di 
hadapan notaris mengenai hartanya, maka suami isteri dapat menempuh 
penyimpangan.69 Sesuai dengan Pasal 139 yaitu:  
“Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami 
isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan 
undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak 
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menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan 
pula segala ketentuan di bawah ini.” 
Berdasarkan hal tersebut, maka jelas di sini bagi mereka yang 
tunduk kepada KUHPerdata mengenai persatuan harta ini bersifat mutlak 
yang berarti setelah perkawinan dilangsungkan maka sepanjang yang 
menyangkut harta bersama tidak dapat diadakan perjanjian lain.70 
Perjanjian perkawinan yang banyak terpakai dalam KUHPerdata yaitu 
mengenai “Perjanjian laba dan rugi (gemeenschap van winst en verlies)” 
dan “Perjanjian pencampuran penghasilan (gemeenschap van vruchten 
en inkomsten)”.71 
2. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 
Berbeda dengan ketentuan yang ada dalam KUHPerdata, UU 
Perkawinan mengatur sesuai pola yang dianut hukum adat maupun 
hukum Islam yaitu: harta bawaan dan harta yang diperoleh sebagai 
hadiah atau warisan tetap dikuasai masing-masing suami isteri, sedang 
yang menjadi harta bersama hanyalah benda yang diperoleh selama 
perkawinan.72 Melalui perjanjian perkawinan suami isteri dapat 
menyimpang dai ketentuan Undang-undang Perkawinan di atas dan bila 
dikehendaki dapat membuat perjanjian pencampuran harta pribadi, ini pun 
dapat dipertegas lagi dalam bentuk: 
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1) Seluruh harta pribadi baik yang diperoleh sebelum perkawinan 
maupun selama perkawinan berlangsung. 
2) Hanya terbatas pada harta pribadi saat perkawinan 
dilangsungkan (harta pribadi yang diperoleh selama 
perkawinan tetap menjadi milik masing-masing pihak). Atau 
sebaliknya pencampuran harta benda pribadi hanya saat 
perkawinan berlangsung (harta bawaan/harta pribadi sebelum 
perkawinan dilangsungkan menjadi milik masing-masing). 
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah disebutkan 
sebelumnya bahwa penjelasan Pasal 29 UU Perkawinan menyatakan 
bahwa perjanjian dalam tersebut tidak termasuk ta’lik-talak. Namun dalam 
Peraturan Menteri Agama nomor 3 Tahun 1975 Pasal 11 menguraikan 
satu aturan yang bertolak belakang yaitu: 73 
1) Calon suami isteri dapat mengadakan perjanjian perkawinan 
sepanjang tidak bertentangan dengan hukum islam. 
2) Perjanjian yang berupa ta’lik-talak dianggap sah kalau perjanjian 
itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah 
dilangsungkan. 
3) Sighat ta’lik-talak ditentukan oleh Menteri Agama. 
Selain bentuk perjanjian perkawinan ta’lik-talak, KHI juga mengatur 
bentuk perjanjian perkawinan yang menyangkut percampuran harta 
pribadi dan pemisahan harta pencaharian. Sebagaimana tercantum dalam 
Pasal 47 ayat (2): “Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi 
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percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-
masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum islam.” 
 Adapun mengenai isi perjanjian perkawinan merupakan hal yang 
sangat penting untuk kebaikan bersama antara kedua belah pihak. Baik 
berdasarkan UU Perkawinan maupun berdasarkan Kompilasi Hukum 
Islam, isi perjanjian dapat menyangkut segala hal yang tidak bertentangan 
dengan ketentuan perjanjian secara umum, hanya perjanjian itu disahkan 
di depan pegawai pencatat nikah.74 
Isi perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan, 
menurut Abdul Kadir Muhammad dapat mengenai segala hal, asal saja 
tidak melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan. 
Adapun isi perjanjian perkawinan itu meliputi: 
1. Penyatuan harta kekayaan suami isteri. 
2. Penguasaan, pengawasan dan perawatan harta kekayaan istri 
oleh suami. 
3. Isteri atau suami melanjutkan kuliah bersama. 
4. Dalam perkawinan suami isteri sepakat untuk melaksanakan 
keluarga berencana.75 
Mengenai bidang (spesialisasi) apa saja secara konkret bisa 
diperjanjikan. Dalam hal ini, Djuhaedah Hasan mengisyaratkan supaya 
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kembali kepada aturan hukum perundang-undangan sebelumnya, yaitu 
KUHPerdata, menurut beliau UU Perkawinan tidak mengatur kelanjutan 
dari ketentuan perjanjian ini, kecuali hanya menjelaskan bahwa perjanjian 
tersebut tidak termasuk ta’lik-talak.76 Menurut Martiman Prodjohamidjojo, 
perjanjian perkawinan menurut UU Perkawinan adalah memuat tentang 
perolehan harta kekayaan suami isteri yang diperoleh selama perkawinan, 
dan atau benda di lapangan hukum kebendaan serta tidak termasuk ta’lik-
talak.77 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa 
isi perjanjian perkawinan itu adalah berupa tata aturan untuk mengurus 
pengendalian harta kekayaan suami isteri secara langsung dilakukan oleh 
calon suami isteri berdasarkan musyawarah mufakat. Dengan catatan isi 
dari perjanjian perkawinan tersebut tidak boleh melanggar batas-batas 
hukum, agama dan kesusilaan. Sehubungan dengan itu perumusan isi 
perjanjian diharuskan menjiwai hak dan kewajiban suami isteri yang telah 
diberikan oleh hukum, agama dan adat. KUHPerdata yang lebih dulu telah 
mengatur mengenai perjanjian perkawinan secara konkrit tidak secara 
tegas dihapus oleh lahirnya UU Perkawinan akan tetapi tetap sebagai 
pedoman untuk mengadakan perjanjian perkawinan, selama tidak 
bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan dan Bab VII 
Kompilasi Hukum Islam.78 
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Meskipun di dalam KUHPerdata perihal mengenai pembuatan 
perjanjian perkawinan berasaskan kebebasan mengenai isi nya, akan 
tetapi asas kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan ketentuan ini79: 
1. Perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan kesusilaan dan 
ketertiban umum (Openbare Orde); 
2. Tidak dibuat janji yang menyimpang dari80: 
a. Hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami sebagai suami, 
misalnya hak suami untuk menentukan tempat kediaman atau 
hak suami untuk mengurus kebersamaan atau persatuan harta 
perkawinan. 
b. Hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua, ouderlijke 
macht), misalnya hak untuk mengurus kekayaan anak-anak dan 
mengambil keputusan-keputusan mengenai pendidikan atau 
asuhan anak-anak; 
c. Hak-hak yang ditentukan oleh undang-undang bagi yang hidup 
terlama, misalnya wewenang untuk menjadi wali. 
3. Tidak dibuat janji yang mengandung pelepasan hak atas harta 
peninggalan orang-orang yang menurunkannya; 
4. Tidak dibuat janji, bahwa satu pihak akan memikul hutang lebih 
dari pada bagiannya; 
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5. Tidak dibuat janji dengan kata-kata umum, yang mengatakan 
bahwa kedudukan mereka akan diatur oleh undang-undang 
negara asing. 
Di dalam amar putusan hakim mengenai judicial review UU 
Perkawinan dengan Nomor 69/PUU-XIII/2015 menguraikan bahwa isi 
perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian 
lainnya, adapun isi Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan pasca putusan MK 
yaitu:  
“selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat 
mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat 
diubah atau dicabut, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan 
untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu 
tidak merugikan pihak ketiga” 
4. Waktu Untuk Pembuatan Perjanjian Perkawinan 
Pasal 147 KUHPerdata, menguraikan bahwa perjanjian perkawinan 
tersebut harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Pasal ini 
berhubungan erat dengan Pasal 149 KUHPerdata yang menyatakan 
bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, perjanjian perkawinan dengan 
cara bagaimanapun tidak dapat diubah. 
Berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata, 
ketentuan yang terdapat dalam UU Perkawinan tentang perkawinan yaitu 
pada Pasal 29 ayat (1), menentukan bahwa perjanjian perkawinan dapat 
dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan atau pada saat perkawinan 
dilangsungkan. Dengan demikian mengenai waktu pembuatan perjanjian 
perkawinan dalam UU Perkawinan ditentukan lebih luas dengan 
memberikan dua macam waktu untuk membuat perjanjian perkawinan, 
yaitu sebelum dan pada saat perkawinan dilangsungkan81 maka demikian 
dengan adanya atau ditentukannya saat pembuatan perjanjian 
perkawinan tersebut maka tidak diperbolehkan membuat perjanjian 
perkawinan setelah perkawinan berlangsung apabila sebelum atau pada 
saat perkawinan tidak telah diadakan perjanjian perkawinan.82 
Akan tetapi, pasca keluarnya putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 
waktu pembuatan perjanjian perkawinan telah mengalami pergeseran. 
Sehingga dewasa ini, pembuatan perjanjian perkawinan dapat dilakukan 
saat perkawinan sementara berlangsung kapanpun pasangan suami istri 
setuju dan isi perjanjian perkawinan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. 
Sebagaimana dimaksud dalam amar putusan yaitu MK yaitu:  
“pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan 
perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat 
mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai 
pencatatan perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku 
juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. 
 
Mengenai masa berlaku dari perjanjian perkawinan yang dibuat ini 
mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, akan tetapi para pihak 
dapat menentukan di dalam perjanjian perkawinan yang bersangkutan, 
misalnya mulai berlaku terhitung sejak tanggal pembuatan perjanjian 
perkawinan tersebut.83 Berbeda dengan sebelum adanya putusan MK, 
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waktu berlakunya perjanjian perkawinan tidak boleh ditentukan lain atau 
tidak boleh dibuat syarat mengenai mulai berlakunya.84 
5. Perubahan Isi Perjanjian Perkawinan 
Dalam KUHPerdata telah ditentukan secara tegas bahwa setelah 
perkawinan berlangsung maka terhadap perjanjian perkawinan dengan 
cara bagaimanapun tidak dapat dirubah. Hal ini sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 149 yaitu : “setelah perkawinan 
berlangsung, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak 
boleh diubah”. Ketentuan tersebut merupakan penjabaran dari asas yang 
terdapat dalam KUHPerdata yaitu bahwa selama perkawinan berlangsung 
termasuk apabila perkawinan tersebut disambung kembali setelah 
terputus karena perceraian, bentuk harta perkawinan harus tetap tidak 
berubah. Hal tersebut dimaksudkan demi perlindungan terhadap pihak 
ketiga (kreditur) supaya tidak dihadapkan pada situasi yang berubah-
ubah, yang dapat merugikan dirinya (dalam arti jaminan harta debitur atas 
piutang kreditur).85 Dari perumusan pasal tersebut, dapat diartikan bahwa 
berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata, perubahan 
terhadap perjanjian perkawinan selama perkawinan dilangsungkan tidak 
dimungkinkan sama sekali, akan tetapi sebelum perkawinan 
dilangsungkan calon suami isteri masih dapat mengubah perjanjian 
perkawinan yang dibuatnya. 
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Perjanjian perkawinan maupun perubahan terhadap perjanjian 
perkawinan ditentukan dan dibuat atas persetujuan bersama dari kedua 
belah pihak, dalam hal ini yang dimaksud ialah bahwa persetujuan 
terhadap pembuatan perjanjian perkawinan tersebut dibuat berdasarkan 
persetujuan yang bebas. Jadi kata sepakat antara mereka yang membuat 
perjanjian perkawinan adalah sepakat yang bebas serta tidak terdapat 
paksaan dari pihak manapun, juga tidak ada penipuan dan juga 
kekhilafan.86 
Asas tidak dapat diubahnya perjanjian perkawinan ini berkaitan 
dengan sistem harta benda perkawinan yang dipilih oleh suami isteri pada 
saat berlangsungnya perkawinan yang menyadarkan pada pokoknya 
adalah kekhawatiran, bahwa semasa perkawinan sang suami dapat 
memaksa isteri untuk mengadakan perubahan yang tidak diinginkan 
isterinya.87 
Berlainan dengan ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata, 
dalam UU Perkawinan perubahan terhadap perjanjian perkawinan selama 
perkawinan berlangsung dapat dilakukan atas kesepakatan kedua belah 
pihak yaitu suami dan isteri dan terhadap perubahan tersebut tidak 
merugikan pihak ketiga. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (4) yang berbunyi: “selama 
perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali 
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bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan itu 
tidak merugikan pihak ketiga”. 
Jadi berdasarkan ketentuan dalam UU Perkawinan, perubahan 
terhadap perjanjian perkawinan dimungkinkan untuk dilaksanakan asalkan 
perubahan tersebut dilakukan atas kesepakatan dari suami isteri yang 
membuat perjanjian perkawinan tersebut, yang lebih penting terhadap 
perubahan yang dibuat oleh suami isteri tersebut tidak boleh merugikan 
terhadap pihak ketiga. 
Pada hakikatnya larangan untuk merubah perjanjian perkawinan 
ialah untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yaitu mencegah 
timbulnya kerugian88 dan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan oleh 
suami dan isteri, yang sengaja dilakukan untuk menghindarkan diri dari 
tanggungjawab.89 
  Adapun di dalam putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, perjanjian 
perkawinan tetap dapat diubah sebagaimana tercantum dalam UU 
Perkawinan akan tetapi diberi sedikit tambahan adapun isi Pasal 29 ayat 
(4)  sebagai berikut:  
 “selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat 
mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat 
diubah atau dicabut, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan 
untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan 
itu tidak merugikan pihak ketiga”. 
 
 
6. Akibat Perjanjian Perkawinan 
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 Akibat hukum adanya perjanjian perkawinan antar suami dan isteri 
yaitu:90 
1. Perjanjian mengikat bagi pihak suami maupun isteri; 
2. Perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan; 
3. Perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua 
pihak suami dan istri, dan tidak merugikan kepentingan pihak 
ketiga, serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. 
 Ketentuan yang tercantum dalam perjanjian perkawinan, yang 
menyimpang dan harta bersama menurut undang-undang, seluruhnya 
atau sebagian tidak akan berlaku bagi pihak ketiga sebelum dilakukan 
pendaftaran sesuai dengan ketentuan dalam daftar umum, yang harus 
diselenggarakan di kepaniteraan pada pengadilan negeri, yang di daerah 
hukumnya perkawinan itu dilangsungkan. Bila suami isteri menghendaki 
perjanjian perkawinan tidak berlaku bagi pihak ketiga, maka seluruh isi 
perjanjian perkawinan tidak perlu didaftarkan dalam register umum.91 
 Bahwa perjanjian perkawinan harus didaftarkan ke kepainiteraan 
pengadilan negeri setempat bila diinginkan adanya pihak ketiga, yang 
harus didaftarkan dalam register umum adalah ikhtisar atau petikan 
perjanjian perkawinan, selama perjanjian perkawinan tidak didaftarkan 
maka pihak ketiga boleh beranggapan bahwa perkawinan tersebut 
menganut penyatuan harta, kecuali bila pihak ketiga mengetahui 
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perjanjian perkawinan, maka pihak ketiga tidak boleh menganggap ada 
penyatuan harta.  
 Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh 
seorang pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan, jadi 
syarat membuat perjanjian perkawinan secara notariil adalah sebelum 
dilaksanakannya perkawinan. Inti perjanjian perkawinan adalah 
kesepakatan untuk seorang pria dan wanita yang akan menikah untuk 
memisahkan kempemilikan harta dan hutang piutang, dan kesepakatan 
tentang sejumlah hal penting lain pada saat mengarungi bahtera rumah 
tangga sehingga maksud dari perjanjian perkawinan bukanlah berarti 
persiapan untuk bercerai. Pada budaya timur yang menjunjung tinggi 
sikap tenggang rasa, perjanjian perkawinan memang masih membuat 
orang berfikiran negatif. Perjanjian perkawinan juga banyak dipilih calon 
pasangan yang salah satu atau keduanya punya usaha berisiko tinggi. 
 Dalam pengajuan kredit, misalnya bank menganggap harta suami 
isteri adalah harta bersama. Jadi, hutang juga merupakan tanggungan 
bersama. Dengan perjanjian perkawinan, pengajuan hutang merupakan 
tanggungan pihak yang mengajukan saja sedangkan pasangannya bebas 
dari kewajiban. Lalu, kalau debitur dinyatakan bangkrut, keduanya masih 
punya harta yang dimiliki pasangannya untuk usaha lain di masa depan, 
dan untuk menjamin kesejahteraan keuangan kedua pihak, terutama 
anak-anak. Jadi perjanjian perkawinan dalam hal ini banyak mengandung 
nilai positifnya. 
   
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Tipe Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian normatif (normative research) 
yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. 
Dalam hal ini penulis akan mengkaji ketentuan yang mengatur mengenai 
perjanjian perkawinan pasca ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 69/PUU-VIII/2015. 
B. Metode Pendekatan 
 Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini 
disesuaikan dengan tipe penelitian yang diambil penulis. Oleh karena itu 
pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan 
(statute approach). Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) 
dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi 
yang bersangkutan dengan isu hukum yang tengah dikaji, yaitu mengenai 
perjanjian perkawinan pasca ditetapkannya putusan MK Nomor. 69/PUU-
VIII/2015.  
C. Sumber Bahan Hukum 
Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjasi sumber-
sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-
bahan hukum sekunder. 
1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 
autoritatif berupa peraturan perundang-undangan92  Peraturan 
perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan 
perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian 
yang dilakukan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU 
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum 
Islam, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang 
Administrasi Kependudukan, PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang 
Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,  
Putusan MK Nomor. 69/PUU-XIII/2015, Peraturan Menteri Agama 
Nomor 75 Tahun 2014 Atas Perubahan Keputusan Menteri 
Agama Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Penetapan Blangko 
Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku  Nikah, Duplikat 
Buku Nikah, Buku Pencatatan Rujuk, Dan Kutipan Buku 
Pencatatan Rujuk, Pergub No. 93 Tahun 2012 Tentang 
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil, Surat Perihal Pencatatan Pelaporan Perjanjian 
Perkawinan Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL oleh Direktorat 
Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 
2. Bahan hukum sekunder, merupakan semua publikasi tentang 
hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. 
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Publikasi tentang hukum meliputi buku hukum skripsi, tesis, 
disertasi, serta artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah 
yang akan dikaji dan hasil wawancara pihak terkait yang dapat 
dijadikan pendapat hukum.  
D. Analisis Bahan Hukum 
Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif 
yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan 
secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, kemudian 
dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian atau pemahaman, 
persamaan, pendapat, dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan 
bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang 
dilakukan oleh Penulis. Metode berpikir dalam mengambil kesimpulan 
adalah metode deduktif yang menyimpulkan dari pengetahuan yang 
bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang 
bersifat khusus. 
  
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Prosedur Pencatatan Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Selama 
Perkawinan Berlangsung Pada Akta Perkawinan  
Untuk memastikan status perdata seseorang, ada lima peristiwa 
hukum dalam kehidupan manusia yang perlu dilakukan pencatatan, yaitu 
peristiwa93: 
1. Kelahiran, menentukan status hukum seseorang sebagai subjek 
hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban; 
2. Perkawinan, menentukan status hukum seseorang sebagai suami atau 
isteri dalam ikatan perkawinan menurut hukum; 
3. Perceraian, menentukan status hukum seseorang sebagai janda atau 
duda yang bebas dari ikatan perkawinan; 
4. Kematian, menentukan status hukum sesorang sebagai ahli waris 
sebagai janda atau duda dari almarhum/almarhumah; 
5. Penggantian nama, menentukan status hukum sesorang dengan 
identitas tertentu dalam hukum perdata. 
Tujuan pencatatan tersebut ialah untuk memperoleh kepastian 
hukum tentang status perdata sesorang yang mengalami peristiwa hukum 
tersebut. Kepastian hukum sangat penting dalam setiap perbuatan hukum. 
Kepastian hukum itu menentukan mengenai hak dan kewajiban hukum 
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yang sah antara pihak-pihak yang berhubungan hukum tersebut. 
Kepastian hukum mengenai kelahiran menentukan status perdata 
mengenai dewasa atau belum dewasa seseorang. Kepastian hukum 
mengenai perkawinan menentukan status perdata mengenai boleh atau 
tidak melangsungkan perkawinan dengan pihak lain lagi.  
Adapun fungsi pencatatan tersebut untuk membuktikan bahwa benar 
telah terjadi peristiwa hukum, diperlukan surat keterangan yang 
menyatakan telah terjadi peristiwa hukum pada hari, tanggal, bulan, tahun, 
di tempat tertentu atas nama seseorang. Pencatatan tersebut dilakukan 
oleh pejabat yang berwenang atas hal tersebut, misalnya surat 
keterangan mengenai perkawinan dibuat oleh petugas yang menyaksikan 
peristiwa perkawinan tersebut94. Surat keterangan yang dimaksud 
tersebut merupakan akta yang bersifat otentik, hal ini dikarenakan surat 
keterangan tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk membuat 
dan mengeluarkan akta tersebut.  
Mengenai akta perkawinan, sesaat setelah dilangsungkan 
perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, 
kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan 
oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akta 
perkawinan itu juga ditandatangani oleh kedua orang saksi dan Pegawai 
Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan 
perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh Wali nikah 
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atau yang mewakilinya. Dengan penandatangan akta perkawinan 
tersebut, maka perkawinan itu telah tercatat secara resmi sesuai dengan 
Pasal 11 ayat (1-3) PP No. 9 Tahun 1975.95 
Akta perkawinan merupakan akta otentik. Berdasarkan Pasal 12 PP 
No. 9 Tahun 1975, akta perkawinan diharuskan minimal memuat: 
a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan 
dan tempat kediaman suami-isteri; 
b. Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan 
juga nama isteri atau suami terdahulu; 
c. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang 
tua mereka; 
d. Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) 
Undang-undang; 
e. Dispensasi sebagai yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-
undang; 
f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) undang-
undang; 
g. Izin dari pejabat yang ditunjuk oleh menteri HANKAM/PANGAB 
bagi anggota angkatan bersenjata; 
h. Perjanjian perkawinan bila ada; 
i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman 
para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama islam; 
j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan temapat 
kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang 
kuasa. 
Pada Pasal 12 huruf (h) menguraikan bahwa pada kutipan akta 
nikah, minimal memuat “perjanjian perkawinan bila ada”. Hal ini dapat 
dimungkinkan96 akan dimuat apabila, perjanjian perkawinan tersebut 
dibuat sebelum atau paling lambat pada saat akad nikah dilangsungkan 
karena sebelum pasangan suami isteri melangsungkan perkawinan 
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 Jurnal Hukum Nadia Valentina Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan, 
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang “Kepastian Hukum Perjanjian Kawin Yang 
Sudah Disahkan Namun Tidak Dicantumkan Di Kutipan Akta Perkawinan Yang 
Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang”. 
terlebih dahulu pasangan suami isteri diwajibkan untuk mengisi blangko 
mengenai perkawinan hal ini sesuai Dengan Keputusan Menteri Agama 
Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 
Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Penetapan 
Blangko Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Duplikat 
Buku Nikah, Buku Pencatatan Rujuk, Dan Kutipan Buku Pencatatan Rujuk 
(bagi muslim) dan formulir dengan kode F-2.12 pada Pergub No. 93 
Tahun 2012 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk 
dan Pencatatan Sipil (bagi non muslim).  Dalam pengisian Daftar 
Pemeriksaan Nikah (DPN) dan Akta Nikah, terdapat sebuah kolom khusus 
mengenai ada/tidaknya suatu perjanjian perkawinan (prenuptial 
agreement) yang dibuat oleh calon pasangan suami isteri seperti (lihat 
gambar 4.1 untuk blangko DPN dan lihat gambar 4.2 untuk blangko akta 
nikah)  
 
Gambar 4.1 
Gambar 4.2 
Sedangkan di dalam formulir dengan kode F-2.12 juga terdapat 
materi mengenai ada/tidaknya perjanjian perkawinan tetapi berbeda 
dengan DPN dan akta nikah yang terdapat kolom khusus, pada formulir F-
2.12 berupa kolom yang khusus diisi oleh petugas dengan memberi tanda 
() (lihat gambar 4.3) 
Gambar 4.3 
Berdasarkan hal tersebut, maka calon pasangan suami isteri yang 
membuat perjanjian kawin sebelum perkawinan atau pada saat hari 
perkawinan dilangsungkan maka oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) baik 
untuk beragama Islam dan Non Islam perjanjian kawin tersebut kemudian 
dimasukan kedalam buku register yang tersedia untuk hal itu untuk 
didaftarkan dan dicatat pada kutipan akta nikah (buku nikah yang 
dipegang oleh pasangan suami isteri) berupa catatan pinggir97. 
Sedangkan apabila calon pasangan suami isteri yang tidak memiliki 
perjanjian perkawinan pada saat pengisian blangko DPN, akta nikah98, 
dan formulir F-2.1299 oleh petugas diberi keterangan (X). 
Akan tetapi pasca dikeluarkannya Putusan No. 69/PUU-XIII/2015 
oleh MK, perjanjian perkawinan dapat dibuat meskipun bukan sebelum 
atau pada saat hari perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan 
dapat dibuat selama ikatan perkawinan tersebut berjalan, hal ini 
berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan pasca Putusan MK: 
 “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan 
perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat 
mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat 
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 Pasal 66 Pergub No. 93 Tahun 2012 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran 
Penduduk dan Pencatatan Sipil 
perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap 
pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”  
Sehingga apabila terdapat pasangan suami isteri yang membuat 
perjanjian perkawinan berdasarkan putusan ini, maka dapat dipastikan 
kutipan akta nikah pasangan suami isteri tersebut tidak terdapat 
keterangan mengenai adanya “perjanjian perkawinan”.  
Pentingnya pencantuman perjanjian perkawinan pada kutipan akta 
nikah agar pihak ketiga yang bersangkutan dapat mengetahui langsung 
adanya perjanjian perkawinan. Hal ini sesuai dengan isi pasal 29 baik 
sebelum dan sesudah putusan MK yaitu “…isinya berlaku terhadap pihak 
ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut” sehingga apabila perjanjian 
perkawinan tidak dicantumkan pada kutipan akta nikah, maka pihak ketiga 
bisa saja menyangkali adanya perjanjian perkawinan yang dimiliki oleh 
pasangan suami isteri hal ini berlaku pula dengan perjanjian kawin yang 
dibuat sebelum menikah (prenuptial agreement) meskipun perjanjian 
perkawinan tersebut dibuat dengan akta notaris dan telah didaftarkan ke 
Kepaniteraan Pengadilan negeri setempat, alasannya karena akta notaris 
dapat dipalsukan.100  
Tujuan utama pencatatan perjanjian perkawinan adalah untuk 
memenuhi unsur publisitias perjanjian perkawinan, oleh karena itu 
perjanjian perkawinan harus didaftarkan pada instansi yang telah 
ditentukan, pentingnya pendaftaran ini agar pihak ketiga mengetahui dan 
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tunduk pada perjanjian perkawinan tersebut. Misalnya jika terjadi jual beli 
oleh suami atau isteri jika ada perjanjian perkawinan, maka perjanjian 
tersebut akan mengikatnya dalam tindakan hukum yang akan 
dilakukannya. Jika perjanjian perkawinan tidak didaftarkan untuk 
dicatatkan, maka hanya mengikat dan berlaku bagi para pihak suami isteri 
yang membuatnya (Asas Pacta Sunt Servanda). Hal ini sebagaimana 
yang diatur dalam Pasal 1313-1314 dan 1340 KUHPerdata. Meskipun 
terdapat akta perjanjian perkawinan yang bersifat otentik (dibuat oleh 
notaris) akan tetapi apabila tidak didaftarkan dan dicatatkan di KUA atau 
Dispendukcapil, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. 
Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 
3405/K/Pdt/2012 tanggal 12 Februari 2014 yang pada pokoknya bahwa 
perjanjian perkawinan yang tidak dicatat, maka tidak memilki kekuatan 
hukum, sehingga seluruh harta bersama yang ada harus dibagi masing-
masing 50% apabila terjadi perceraian101.  
Mengenai pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat selama 
ikatan perkawinan (berdasarkan Putusan MK) pelaksanaan panduan 
pencatatannya telah diatur dalam Surat Perihal Pencatatan Pelaporan 
Perjanjian Perkawinan Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL pada tanggal 19 
Mei 2017 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia  pada lampiran I 
yang isinya sebagai berikut: 
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 Artikel oleh DR.H.Suhadak,S.H.,M.H (Ketua Pengadilan Agama Surabaya) 
Pengesahan Perjanjian Perkawinan Di Pengadilan Agama 
1. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dilakukan dengan 
memperhatikan: 
a. Perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum 
dilangsungkan perkawinan; 
b. Perjanjian perkawinan dibuat selama dalam ikatan 
perkawinan; 
c. Perjanjian perkawinan dibuat di Indonesia dan pencatatan 
perkawinannya dilakukan di Negara lain. 
d. Perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan. 
2. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana 
dimaksud pada angka 1 huruf a dilakukan dengan persyaratan: 
a. Foto copy KTP-el; 
b. Foto copy KK; 
c. Akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir 
dengan menunjukan aslinya; 
3. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana 
dimaksud pada angka 1 huruf b dilakukan dengan persyaratan: 
a. Foto copy KTP-el; 
b. Foto copy KK; 
c. Foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah 
dilegalisir dengan menunjukkan aslinya; 
d. Kutipan akta perkawinan suami dan isteri. 
4. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagimana 
dimaksud pada angka 1 huruf c dilakukan dengan persyaratan: 
a. Foto copy KTP-el; 
b. Foto copy KK; 
c. Foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah 
dilegalisir dengan menunjukkan aslinya; 
d. Kutipan akta perkawinan atau dengan nama lain yang 
diterbitkan oleh negara lain; 
e. Surat keterangan pelaporan akta perkawinan yang 
diterbitkan Negara lain. 
5. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana 
dimaksud pada angka 1 huruf d dilakukan dengan memenuhi 
persyaratan: 
a. Foto copy KTP-el 
b. Foto copy KK; 
c. Foto copy akta notaris tentang perubahan/pencabutan 
perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dan 
menunjukkan aslinya; 
d. Kutipan akta perkawinan suami dan isteri; 
e. Surat keterangan pelaporan akta perkawinan yang 
diterbitkan oleh Negara lain. 
6. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana 
dimaksud pada angka 1 huruf a, b, c dan d dilakukan dengan 
tata cara: 
a. Pasangan suami dan/atau isteri menyerahkan persyaratan 
sebagaimana pada angka 2, 3, 4 dan 5; 
b. Pejabat Pencatatan Sipil pada UPT Instansi Pelaksana atau 
Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register 
akta dan kutipan akta perkawinan atau menerbitkan surat 
keterangan bagi perjanjian perkawinan yang dibuat di 
Indonesia dan pencatatan perkawinannya dilakukan di 
Negara lain; 
c. Kutipan akta perkawinan yang telah dibuatkan catatan 
pinggir atau surat keterangan diberikan kepada masing-
masing suami dan/atau isteri. 
Mengenai format catatan pinggir pada kutipan akta nikah diatur 
dalam lampiran II  yaitu berupa: 
“Berdasarkan akta perjanjian perkawinan 
Nomor......tanggal…...bulan…tahun……yang dibuat di hadapan 
notaris……yang berkedudukan di……telah mengadakan 
kesepakatan bersama atas perjanjian perkawinan sebagai 
lampiran dalam akta perkawinan”. 
Meskipun lampiran Surat Dirjen No. 472.2/5876/DUKCAPIL, dalam 
surat tembusannya tidak tercantum KUA (mengingat khusus pencatatan 
mengenai administrasi perkawinan bagi beragama muslim dilakukan oleh 
KUA dan Dispendukcapil untuk beragama non musilim). Akan tetapi 
berdasarkan wawancara dengan salah satu kantor pengacara102 bahwa 
pada prakteknya, KUA dapat pula melaksanakan Surat Dirjen No. 
472.2/5876/DUKCAPIL tersebut hal ini didasarkan pada Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 8 ayat 
(1) dan (2) yaitu: 
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 Wawancara dengan Selfi selaku Costumer Relation Officer “kantorpengacara.co” 
(1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi 
Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi: 
a. mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa 
Penting; 
b. memberikan pelayanan yang sama dan professional kepada 
setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan 
dan peristiwa penting; 
c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen 
kependudukan; 
d. mendokumentasikan hasil pendfataran penduduk dan 
pencatatan sipil; 
e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa 
kependudukan dan peristiwa penting; dan 
f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang 
disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran 
penduduk dan pencatatan sipil. 
(2)  Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk 
pencatatan nikah, talak, cerai, dam rujuk bagi Penduduk yang 
beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh 
pegawai pencatatan pada KUAkec. 
Oleh karena itu meskipun dalam Surat Dirjen, meskipun dalam 
perihal tembusan tidak mencantumkan secara eksplisit mengenai KUA, 
akan tetapi pada Surat Dirjen No. 472.2/5876/DUKCAPIL pada angka (1) 
menyebutkan: “Perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat 
dan selama perkawinan berlangsung dengan akta notaris dan dilaporkan 
kepada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instansi 
Pelaksana” maka dapat diartikan bahwa yang KUA termasuk Instansi 
Pelaksana hal ini berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan. 
Sebelum beredarnya Surat Dirjen No. 472.2/5876/DUKCAPIL, 
pasangan suami isteri yang membuat perjanjian perkawinan berdasarkan 
putusan MK, berdasarkan wawancara dengan hakim pengadilan agama 
kota Makassar Drs. Syaifuddin, M.H., menyarankan untuk pasangan 
suami dan isteri terlebih dahulu meminta penetapan ke pengadilan 
setempat (Pengadilan Negeri bagi non muslim dan Pengadilan Agama 
bagi muslim) kemudian membawa hasil putusan penetapan tersebut untuk 
dibawa ke KUA bagi muslim dan Dispendukcapil bagi non muslim agar 
didaftarkan/dicatatkan103 pada buku register dan kemudian dicantumkan 
pada kutipan akta nikah. Hal serupa juga dikemukakan oleh ketua hakim 
pengadilan Dr. H. Suhadak, S.H.,M.H. dalam artikel “Pengesahan 
Perjanjian Perkawinan di Pengadilan Agama” yang berpendapat bahwa 
langkah yang perlu ditempuh apabila perjanjian perkawinan dibuat setelah 
terjadinya akad nikah sepanjang masih terikat dalam perkawinan yaitu 
suami dan isteri membuat perjanjian perkawinan di hadapan notaris, 
sehingga keluarlah akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaris, 
selanjutnya suami dan isteri mengajukan permohonan ke pengadilan 
agama untuk mengesahkan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh 
notaris tersebut kemudian atas perintah pengadilan agama pemohon 
mencatatkan pengesahan akta perjanjian perkawinan tersebut pada KUA 
di mana Buku kutipan akta nikah tersebut dikeluarkan104 
Lebih lanjut lagi menurut Suhadak dalam memutuskan untuk 
mengabulkan permohonan pengesahan perjanjian perkawinan yang 
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 Op.cit. DR.H.Suhadak,S.H.,M.H (Ketua Pengadilan Agama Surabaya) 
dibuat setelah terjadinya perkawinan dibutuhkan kehati-hatian oleh karena 
itu beberapa pertimbangan hakim yaitu antara lain105: 
 pengadilan agama akan memilah harta mana saja yang menjadi 
harta bersama sebelum dibuat perjanjian perkawinan; 
 pengadilan agama akan memilah mana saja harta bawaan masing-
masing suami isteri, baik berupa warisan wasiat hibah dan 
sebagainya; 
 pengadilan agama akan memilah mana saja harta benda yang 
menyangkut pihak ketiga; 
 pengadilan agama memeriksa hutang-hutang selama dalam 
perkawinan dan penyelesainnya sebelum dibuat perjanjian 
perkawinan 
 pengadilan agama berdasarkan bukti-bukti kedua suami isteri dan 
perlunya adanya pernyataan bahwa semua harta yang 
diperjanjikan dalam keadaan bersih. 
Hal-hal tersebut penting untuk diperhatikan, mengingat perjanjian 
perkawinan yang dibuat berdasarkan putusan MK (setelah terjadinya 
perkawinan) dapat berlaku surut106 dan dengan terjadinya akad nikah 
maka harta yang diperoleh suami isteri selama pernikahan adalah menjadi 
harta bersama107.  
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 Pasal 29 (3) UU 1 Tahun 1974 Pasca Putusan MK 
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 Pasal 35 (1) UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
B. Upaya Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga Terkait Kerugian 
Dalam Hal Pembuatan Perjanjian Perkawinan Selama Ikatan 
Perkawinan Berlangsung. 
Perjanjian perkawinan yang juga dikenal sebagai prenuptial 
agreement (perjanjian pra-nikah), hal ini berarti perjanjian tersebut dibuat 
sebelum (pre) perkawinan berlangsung ataupun dapat pula dibuat pada 
saat perkawinan dilangsungkan (pada saat akad nikah) sedangkan 
perjanjian perkawinan yang dibuat selama ikatan perkawinan oleh 
sebagian notaris menyebutnya dengan postnuptial agreement, merupakan 
perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami isteri pada saat 
ikatan perkawinan berlangsung (berjalan)108. Di US (United State) istilah  
Postnuptial agreement sudah mulai dikenal pada awal tahun 1970, 
meskipun postnuptial agreement sudah lama dikenal di US bukan berarti 
perjanjian ini serta merta diterima dengan baik, sebelum benar-benar 
diterima postnuptial agreement juga mengundang reaksi pro dan kontra, 
pihak kontra menganggap postnuptial agreement dapat memicu untuk 
terjadinya perceraian109 . 
Isi dari prenuptial agreement dan postnuptial agreement sama saja, 
yaitu bisa memuat semua hal yang dianggap perlu untuk menjaga hak-hak 
dan kepentingan semua pihak, baik menyangkut harta benda, hutang 
piutang, kepemilikan perusahaan, pengasuhan dan pendidikan anak, 
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pembagian peran kerumahtanggaan, penghindaran kekerasan dalam 
rumah tangga (KDRT), sikap terhadap poligami, dan lain sebagainya. 
Pada dasarnya poin-poin tersebut bersifat fleksibel sesuai kesepakatan 
kedua belah pihak tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun, 
serta dibuat dalam kondisi sadar dan bertanggung jawab.110 selama tidak 
bertentangan dengan batas-batas norma hukum, agama dan 
kesusilaan111. 
Bentuk perjanjian perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 
29 ayat (1) menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan dibuat dalam 
bentuk tertulis. Meskipun perjanjian tertulis bisa ditafsirkan dalam bentuk 
otentik dan bawah tangan namun dalam praktek, perjanjian perkawinan 
dibuat dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris112  
Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan pasca Putusan MK: “perjanjian 
tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan kecuali 
ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Kalimat “kecuali ditentukan 
lain dalam perjanjian perkawinan” dapat ditafsirkan bahwa apabila 
pasangan suami isteri tidak menetapkan waktu khusus mengenai kapan 
mulai berlakunya perjanjian perkawinan mereka, maka perjanjian 
perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan mereka berlangsung. 
Contohnya, pasangan suami isteri A & B menikah pada tahun 2013 dan 
tidak membuat perjanjian perkawinan, kemudian pada tahun 2017 
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pasangan suami isteri tersebut mengetahui adanya Putusan MK yang 
memperbolehkan pasangan suami isteri untuk membuat perjanjian 
perkawinan meskipun bukan pada saat sebelum pernikahan. Kemudian 
pasangan suami isteri ini menghadap pada notaris untuk membuat 
perjanjian perkawinan akan tetapi mereka tidak menentukan bahwa 
perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku pada saat pembuatan 
perjanjian perkawinan, oleh karena itu perjanjian perkawinan mereka 
berlaku surut dan dimulai pada saat perkawinan berlangsung.  
Oleh karena itu pembuatan perjanjian perkawinan sepanjang 
perkawinan akan berakibat terhadap status hukum harta benda yang 
terdapat atau diperoleh di dalam perkawinan sesuai dengan Pasal 35 (1) 
UU Perkawinan : “harta benda yang diperoleh selama perkawinan, 
menjadi harta bersama”. Dengan demikian apabila perjanjian perkawinan 
dibuat berlaku surut, maka telah terjadi pencampuran harta (harta 
bersama) dalam kurun waktu sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan. 
Meskipun demikian, apabila pasangan suami isteri sepakat untuk 
membagi harta bersama tersebut maka hal tersebut tidak menjadi 
masalah113. Karena materi muatan perjanjian yang dibuat oleh para pihak 
berupa perjanjian pemisahan harta yang dalam prinsip kebebasan 
berkontrak dibolehkan, dimana para pihak bebas menentukan bahwa 
harta yang tadinya merupakan harta bersama tetapi dengan kesepakatan 
kedua belah pihak memisahkan harta tersebut menjadi harta masing-
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masing pihak sehingga tidak ada kata harta bersama dalam pernikahan 
mereka. 
Perjanjian perkawinan yang dibuat berdasarkan Putusan MK sama 
halnya dengan perjanjian perkawinan sebelum Putusan MK mulai 
mengikat pihak ketiga ketika perjanjian perkawinan tersebut dicatat oleh 
pegawai pencatatan nikah pada kutipan akta nikah (KUA bagi beragama 
muslim dan Dispendukcapil bagi non muslim). Jadi pihak ketiga tidak 
dapat menyangkal perjanjian perkawinan tersebut apabila telah jelas 
tercantum dalam kutipan akta nikah pasangan suami isteri.  
Oleh karena itu pembuatan perjanjian perkawinan yang dilakukan 
berdasarkan Putusan MK dibutuhkan kehati-hatian untuk menghindari 
kemungkinan adanya itikad tidak baik dari suami maupun isteri. Hal ini 
terutama diperuntukkan bagi para notaris, meskipun dalam UU 
Perkawinan jo. Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tidak menegaskan 
bahwa perjanjian perkawinan harus berupa akta notaris melainkan hanya 
menguraikan bahwa perjanjian perkawinan dibuat dalam “bentuk tertulis” 
maka hal ini dapt diartikan bahwa perjanjian perkawinan dapat berupa 
akta bawah tangan akan tetapi seyogyanya perjanjian perkawinan 
memang dibuat dengan akta notaris mengingat hal-hal sebagai berikut114: 
a. Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang mengikat 
pasangan suami-isteri selama mereka dalam ikatan perkawinan 
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 Edna Hanindito dalam Tugas dan kewenangan notaris/ppat terkait perjanjian kawin 
pasca putusan Mahkamah konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 
(dapat berakhir jika perjanjian perkawinan tersebut dilakukan 
pencabutan115 dan apabila perkawinan tersebut berakhir baik 
karena kematian ataupun perceraian). Dengan demikian dapat 
ditafsirkan bahwa perjanjian perkawinan berlaku untuk jangka 
waktu yang relative panjang, mengingat perkawinan bersifat 
kekal. 
b. Harus ada jaminan bahwa isi perjanjian perkawinan tersebut 
tidak mudah diubah oleh para pihak. Apabila perjanjian 
perkawinan dibuat dengan akta notaris, maka dengan 
ditandatanganinya akta di hadapan notaris, maka notaris dapat 
menjamin isi perjanjian perkawinan tersebut sesuai dengan apa 
yang tercantum dalam minuta aktanya. Dan kepada para pihak 
diberikan salinan akta yang sama bunyinya dengan minuta akta 
dan berlaku sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan 
pembuktian yang sempurna. Dengan demikian ada jaminan 
kepastian hukum mengenai isi perjanjian terhadap pihak ketiga. 
Perjanjian perkawinan yang dibuat dalam bentuk akta notaris, 
dengan jelas diatur dalam Pasal 147 KUHPerdata: 
Atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus 
dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung 
perjanjian mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan; 
lain saat untuk itu tak boleh ditetapkannya. 
 Oleh karena itu perjanjian perkawinan yang dibuat selain dalam 
bentuk akta notaris, maka dianggap batal demi hukum berdasarkan Pasal 
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147 KUHPerdata. Hal ini bertentangan dengan Pasal 29 UU Perkawinan 
jo. Putusan MK yang menguraikan bahwa perjanjian perkawinan dapat 
dibuat dengan akta bawah tangan akan tetapi perjanjian perkawinan yang 
dibuat di bawah tangan tidak dapat untuk disahkan/dicatatkan pada KUA 
maupun Dispendukcapil hal ini dikarenakan salah satu syarat suatu 
perjanjian perkawinan dapat disahkan/dicatakan berdasarkan Surat Dirjen 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 472.2/5876/Dukcapil 
mengenai “Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan” yaitu “foto copy 
akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dengan 
menunjukkan aslinya” sehingga perjanjian perkawinan yang dibuat 
dengan akta bawah tangan tidak dapat disahkan/dicatat dan tidak dapat 
mengikat pihak ketiga hanya mengikat bagi suami dan istri saja. 
Selain itu, notaris yang diberi kewenangan untuk membuat perjanjian 
perkawinan telah menyatakan sumpah jabatan yaitu: Melaksanakan 
jabatan dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak116 
“seksama” yaitu berhati-hati dan teliti dalam menyusun redaksi akta agar 
tidak merugikan para pihak. Oleh karena itu perjanjian perkawinan yang 
dibuat dengan akta notaris, merupakan suatu upaya agar perjanjian 
perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan berlangsung ini tidak 
merugikan pihak-pihak yang bersangkutan hal ini dikarenakan, notaris 
mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan seksama. Adapun menurut 
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Habib Adjie yang perlu diperhatikan notaris agar perjanjian perkawinan 
tidak merugikan pihak ketiga yaitu117: 
1. Meminta daftar inventarisasi harta yang diperoleh selama dalam 
ikatan perkawinan yang akan dicantumkan dalam akta. 
2. Ada pernyataan harta-harta tersebut tidak pernah ditransaksikan 
dengan cara dan bentuk apapun, untuk dan kepada siapapun. 
Hal-hal tersebut perlu diperhatikan, baik oleh pasangan suami dan 
isteri maupun oleh notaris, dengan demikian perjanjian perkawinan yang 
dibuat pada waktu perkawinan berlangsung dapat terhindar dari masalah-
masalah yang mungkin akan timbul dikemudian hari karena adanya 
gugatan dari pihak ketiga yang dirugikan akibat dibuatnya perjanjian 
perkawinan tersebut118. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan pada bab-
bab sebelumnya, maka pada bab penutup ini penulis menarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Prosedur pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat selama 
perkawinan berlangsung pada akta perkawinan diatur dalam Surat 
Edaran yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik 
Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Nomor: 472.2/5876/Dukcapil mengenai “Pencatatan Pelaporan 
Perjanjian Perkawinan” pada tanggal 19 Mei 2017. Berdasarkan 
aturan tersebut, pasangan suami yang telah membuat perjanjian 
perkawinan membawa persyaratan sebagaimana yang telah diatur 
dalam lampiran I (foto copy KTP-el; foto copy KK, foto copy akta 
notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dengan 
menunjukkan aslinya; kutipan akta perkawinan suami dan isteri) ke 
KUA bagi Muslim dan Dispendukcapil bagi Non Muslim kemudian 
oleh pejabat yang berwenang membuat catatan pinggir pada 
register akta dan kutipan akta nikah sebagaimana format pada 
lampiran II A. Hal ini dilakukan agar, perjanjian perkawinan tersebut 
dapat mengikat bagi pihak ketiga. 
2. Upaya perlindungan yang dapat dilakukan yaitu  membuat 
perjanjian perkawinan tersebut dalam bentuk akta notaris hal ini 
agar isi dari perjanjian perkawinan ini dapat dijamin oleh notaris 
tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dan tidak 
dapat diubah seenaknya oleh suami maupun isteri, karena isi 
minuta akta notaris sama dengan salinan yang masing-masing 
disimpan (suami, isteri dan notaris dan sebelum pembuatan 
perjanjian perkawinan, notaris diharapkan untuk 1. Meminta daftar 
inventarisasi harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan 
yang nanti akan dicantumkan pada akta; 2. Membuat pernyataan 
bahwa harta-harta tersebut tidak pernah ditransaksikan dengan 
cara dan bentuk apapun, untuk dan kepada siapapun, hal ini 
dilakukan demi menghindari adanya itikad buruk dari suami 
maupun isteri. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penulisan skripsi ini penulis hendak 
menyampaikan saran-saran sebagai berikut: 
1. Kepada Pemerintah agar UU Perkawinan mendapat perhatian 
ekstra, terutama mengenai perjanjian perkawinan pasca putusan 
MK agar dibuat lebih terperinci lagi isi maupun tata cara 
pembuatan perjanjian perkawinan, agar tidak ada salah tafsir 
dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas pembuatan 
perjanjian perkawinan. 
2. Kepada Pasangan Suami Isteri yang ingin membuat perjanjian 
perkawinan berdasarkan putusan MK, agar memikirkan lagi 
sebelum benar-benar membuat perjanjian perkawinan. 
Mengingat perkawinan bukan hanya sekedar materi semata dan 
apabila hendak membuat perjanjian perkawinan agar waktu 
mulai berlakunya ditentukan sehingga tidak berlaku surut. 
3. Kepada Notaris yang diberikan kewenangan untuk membuat 
perjanjian perkawinan agar selalu berhati-hati dalam pembuatan 
perjanjian perkawinan agar terhindar dari itikad buruk dari 
pasangan suami isteri dan tidak ada pihak yang merasa 
dirugikan. 
4. Kepada Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam agar 
juga mengeluarkan surat edaran mengenai pelaporan perjanjian 
perkawinan untuk KUA, agar lebih jelas dan mempunyai dasar 
hukum yang kuat, seperti surat edaran yang dikeluarkan 
Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nomor. 
472.2/587/DUKCAPIL. 
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